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ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak
pidana asal narkotika merupakan masalah yang sangat besar terutama di wilayah
hukum polda Riau.adapun upaya penegakan hukum terhadap aset para bandar
narkotika sangat sulit«dilakukan, dan jikapun ada asset-aset yang di sita melalui
upaya penegakan hukum tindak- pencucian uang hasilnya tidak maksimal dan
kelemahan dalam penegakan hukum tersebut membuat para bandar narkotika
dengan segala asat yang belum tersentuh oleh penegakan hukum tindak pidana
pencucian akan dengan leluasa melancarkan aksinya mengedarkan narkotika,
yang mana hal tersebut tentunya dapat’ mempengaruhi kehidupan berbangsa dan
bernegara, khususnya para generasi muda yang sangat rentan terhadap pengaruh
narkotika.

Adapun  rumusan masalahnya penulis kerucutkan yakni Pertama,
bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum oleh direktorat reserse narkoba
polda riau terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang di.kepolisian daerah
provins riau, kedua Apa sgakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan
penegakan hukum oleh direktorat reserse narkoba polda Riau terhadap pelaku
tindak pidana pencucian uang di kepolisian daerah. provins riau, dan ketiga
Apakah upaya yang dilakukan oleh pihak direktorat reserse narkoba polda riau
dalam menanggulangi hambatan-hambatan penegakan hukum terhadap pelaku
tindak pidanapencucian di kepolisian daerah provinsi Riau.

Sedangkan = metode penelitian yang digunakan untuk menjawab
permasalahan ini. adalah dengan menggunakan Metode Observational research
yang secara langsung menggunakan data primer‘dan data sekunder, sedangkan
tipe penelitiannya adalah deskriptif- analisis yang mana penganalisaan data yang
diperoleh dari suatu lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelasakan dan
menggambarkan objek. Sedangkan metode pendekatannya adalah pendekatan
peraturan-peraturan yang terkait serta konsep menjadi bagian yang sangat
signifikan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian yang didapat yakni berkesimpulan Pertama,Pelaksanaan
penegakan hukum oleh direktarat reserse narkoba polda Riau terhadap pelaku
tindak pidana pencucian uang di kepolisian-daerah provins Riau belum berjalan
secara bak, dikarenakan banyak mengalami hambatan, sehingga perlu
pembenanahan didalam internal. Kedua, salah satu hambatan-hambatan dalam
pelaksanaan penegakan hukum oleh Direktorat reserse narkoba polda Riau
terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang di kepolisian daerah provins riau
yakni terkait dengan penyidik maupun penyidik pembantu yamg ada pada
Direktorat Reserse Narkoba Polda sangat tidak memadai baik secara jumlah
maupun secara kualitas. Ketiga,upaya yang dilakukan pihak Direktorat Reserse
Narkoba Polda Riau dalam menanggulangi Hambatan-hambatan penegakan
hukum tindak pidana pencucian uang adalah dengan mengajukan penambahan
personil baik penyidik maupun penyidik pembantu yang berkualifikas penyidik
maupun penyidik pembantu.

Vi



ABSTRACT

Law enforcement against money laundering with narcotics origin is avery
big problem in the Riau regional police jurisdiction. the law enforcement efforts
against the assets of narcotics dealers are very difficult to do, and even if there are
assets confiscated threughilaw enforcement efforts,;money |aundering may not be
optimal and weaknesses in law enforcement make narcotics deal ers with assets
that have-not been touched by enforcement leaching criminal law will freely
launch its action to circulate narcotics, which can affect the life of the nation and
state, especially young people who are very dangerous to narcotics.

First, how to_.eonduct law enforcement/4y. the Riau Police Drug
Investigation Directorate for the follow-up of money |aundering in Riau Province
Regional Police, second What are the problems in law enforcement by the Riau
Police Drug Investigation Directorate against alleged money laundering in Riau
Regional Police, and three must be carried out by the Riau Police Drug
Investigation Directorate in overcoming obstacles to law enforcement against acts
of money laundering in the Riau provincial police.

While the research method used to answer this question is to use
observational research methods that directly use primary data and secondary data,
while the type of research is descriptive analysis where analyzing data obtained
from the field and literature by explaining and finding objects. While the method
of discussing it.is related |egislation and concepts to be a very significant part of
this research.

The results of the study were obtained through the conclusion that First,
the implementation of law enforcement by the Riau Police Drug Investigation
Directorate for the crime of money laundering in Riau Provincial Police has not
been going well, needs to be improved, needs internal improvement. Secondly,
one of the obstacles in‘the.implementation of law.enforcement by the Riau Police
Drug Investigation Directorate. against umoney laundering lawsuits in Riau
Province Regional Police related to the attacker safety investigators in the
Directorate of Drug Reversal of the Regiona Police is very much needed quality.
Third, the efforts made by the Riau Police Narcotics Reection Directorate in
overcoming enforcement barriers

vii
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BAB |
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Masalah

Negara |ndonesia merupakan negara hukum. Segalasesuatu berkehidupan
bernegara diatur oleh hukum. Hukum di Indonesia menjadi panglima disetiap
lini kehidupan. Makanya..dicanttimkan didalam Pasal 1 ayat 3 yang
menegaskan Negara Republik Indonesia adalah négara hukum.* Negara yang
berlandasakan hukum tidak boleh menyimpang dari hukum, terlebih perbuatan-
perbuatan yang dilarang oleh hukum. Hukum akan menjadi pondasi setiap
orang atau masyarakat yang berupaaya merusak nilai-nilai masyarakat yang
baik. Hukum akan memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan disetiap
proses hukum yang di lalui. Salah satu untuk mewujudkan kepastian,
kemanfaatan dan keadilan.yakni melalui penegakan hukum pidana. Penegakan
terhadap hukum pidana tentunya haruslah dengan cara yang benar agar tidak
mengesampingkan yang namanya Hak asasi manusia Undang-udang Nomor.39
Tahun 1999.% Seperti. halnya penegakan hukum pidana terhadap Tindak pidana
Narkotika, tindak pidanaterhadap pencucian uang hasil kejahatan, dan banyak
lagi lainnya, yang mana hukum menjadi panglima dalam meredam peristiwa
pidana yang merusak tatanan kehidupan yang baik dimasyarakat.

Tindak pidana pencucian uang termasuk ke dalam kualifikasi tindak
pidana khusus karena memang diatur dalam undang undang khusus yaitu

undang — undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan

! Undang-undang Dasar 1945
2 Undang-undang Hak asasi manusia



tindak pidana pencucian uang. Dalam undang — undang nomor 8 tahun 2010
tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tersebut
telah diatur ketentuan pidana materil maupun ketentuan pidana formil ,yang
mana dalam undang — undang tersebut. pidana materil. diatur dalam pasal
3,pasal 5,pasal 7,pasal 11,pasal 12,pasal l4dan pasal 16,sedangkan pidana
formil dalam undang — undang tersebut diatur dalam pasal 68,pasal 82 dan lain
lain,dalam undang — undang nomor 8 tahun 2010 menganut system pembuktian
terbalik seperti halnya dalam ketentuan pasal 77 dan pasal 78 undang — undang
tersebut.?

Permasalahan tindak pidana pencucian yang berasal dari tindak pidana
asal narkotika memang sesuatu permasalahan yang harus dituntaskan
khususnya dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana
pencucian uang dengan tindak pidana asal narketika, adapaun upaya penegakan
hukum terhadap aset para bandar narkotika sangat sulit dilakukan, dan jika pun
ada asset-aset yang di sita melalui upaya penegakan hukum tindak pencucian
uang hasilnya tidak maksimal dan kelemahan dalam penegakan hukum
tersebut membuat para“bandar narkotika dengan segala aset yang belum
tersentuh oleh penegakan hukum tindak pidana pencucian akan dengan leluasa
melancarkan aksinya mengedarkan narkotika,yang mana hal tersebut tentunya
dapat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya para
generas muda yang sangat rentan terhadap pengaruh narkotika,dan hal tersebut

jelasjelas mengancam keberlangsungan bangsa yang mana generasi muda

¥ Amin Widjaja Tunggal. Pencegahan Pencucian Uang, Jakarta, Harvarindo, 2014,hal.10



adalah adalah masa depan kemguan bangsa dan negarabukan hanya
menyangkut generas muda banyak hal yang akan terdampak dari bahaya
narkotika

Narkkotika® ‘juga  dapat.  melemahkan persatuan dan kesatuan
bangsa,bagal mana tidak maraknya peredaran maupun pengguna narkotika oleh
warga Negara dapat mengancam. persatuan dan kesatuan karena peredaran
narkotika maupun penggunaan narkotika dapat membuat kerusuhan,kekacauan
dan ketidak tertiban social sehingga akan terjadi keributan dimana-mana yang
mana pada akhirnya dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.”

Pengedar narkoba dengan uang yang melimpah dapat mempengaruhi
semua pihak untuk dijadikan sebagai kaki tangan bisnis mereka,para bandar
narkoba menggunakan aset yang mereka miliki untuk membiayai bisnis illegal
mereka,selain itu para bandar narkoba yang diduga melakukan tindak pidana
pencucian uang mempergunakan modus operandi yang sangat licik dan
sistematis untuk menyimpan harta —harta hasil penjualan narkoba mereka agar
tidak tercium oleh aparat kepolisian.®

Meskipun para bandar tersebut tertangkap mereka berupaya agar harta
mereka yang diduga kuat hasil pencucian uang narkotika tidak tercium oleh
penegak hukum atau disita oleh pihak kepolisian yang mana harta-harta mereka
tersebut dialihkan atasnama orang lain yang bukan keluarga, para Bandar
narkotika tersebut juga menyimpan aset-aset mereka yang diduga kuat hasil

tindak pidana pencucian uang narkotika dengan cara membuat usaha-usaha

*Ibid,hal.11
> Arief Amrullah. Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering. Jawa Timur: Bayu
Media Publishing, 2003,hal.19



atau perusahan- perusahaan maupun korporasi yang mana jika ditelisik dari
segi perizinan maupun dari segi usaha yang dijalankan adalah legal walaupun
sebenarnya hal tersebut hanyalah kamuflase dari bisnis narkoba yang bandar
tersebut |akukan:®

Penyamaran terhadap aset-aset miliknya oleh para bandar narkotika yang
pendanaannya berasal _dari | uang - bisnis narkoba (pencucian uang
narkotika)yang sangat licik dan rapi oleh para Bandar narkotika tersebut
membuat aparat penegaka hukum kesulistan mengungkap kejahatan tindak
pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para Bandar narkotika
tersenut.Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang
dengan tindak pidana asal narkotika terhadap para bandar tersebut memerlukan
penanganan yang serius salah satunya melalui sistem peradilan pidana
(criminal justice system).’yang mana penanganan terhadap tindak pidana
pencucian uang yang dilakukan oleh para bandar narkoba tersebut dilakukan
oleh pihak kepolisian maupun pihak terkait lainnya tentunya bekerja sama
dengan institus lainnya seperti pihak bank dan PPATK untuk memberikan
data transaksi milik orang orang yang didugaterkait peredaran narkoba.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sarana penanggulangan
kejahatan, yang di dalamnya terdapat sub-sub sistem yang saling berkait erat
satu sama lain. Sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat

sebagal suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan salah

® 1bid,Hal.20
" Mahrus Ali (Editor), Membumikan Hukum Progresif, Aswaja Pressindo, Y ogyakarta, 2013,
hal. 15.



satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada
dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.®

Sebagaimana proses pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku tindak
pidana |ainnya;maka tindak-pidana pencucian uang jugadilakukan oleh tindak
pidana narkotika melalui pola pola modern.Pencucian uang merupakan sarana
bagi pelaku keahatan narkotika untuk melegakan uang hasil kgahatan dalam
rangka menghilangkan jejak.Pelaku kejahatan narkotika tidak mungkin leluasa
menggunakan uang hasil kejahatannya tanpa melakukan pencucian uang
terlebih dahulu,selain karena jumlah uang mereka yang terlalu besar dan dapat
menimbulkan kecurigaan karena kehidupan mereka yang mewah tanpa bisa
menyampaikan alasan asa usul uang yang tentu akan membuat kecurigaan
oleh petugas kepolisian. Uang bagi pelaku tindak pidana narkotika apalagi bagi
para pelaku pengedar narkotika terorganisir 'maupun pelaku tindak pidana
narkotika memang adalah suatu hal yang penting dalam menjaankan bisnis
ilegalnya oleh sebab itu para bandar tersebut selalu menggunakan berbagai
macam cara termasuk mengembangkan usahanya yang mereka buat seakan-
akan berasal dari keuangan yang legal padahal dengan usaha tersebut mereka
ingin menyembungikan harta hasil penjualan narkotika mereka.®

Berbicara implementasi undang-undang pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang berarti menerapkan ketentuan untuk menemukan
hasil kejahatan narkotika yang diduga ada tindak pidana pencucian uangnya

untuk kemudian ,melakukan proses penegakan hukum terhadap para pelaku

®Ibid., hal. 15.
° Araief,Op.cit,hal .29



tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika
tersebut,pada saat dilakukan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana
pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika dan dilakukan penelusuran
terhadap aset aset yang mereka miliki secara seksama barulah ditemukan aset
aset yang dimiliki oleh para bandar narkotika balk pengerdar narkotika antar
proving maupun pengedar, cnarkotika /jaringan terorganisir atau jaringan
internasional namun” hal tersebut bukan tampa hambatan baik dari dalam
berupa kapasitas,kulitas dan kuantitas aparat penegak hukum yang melakukan
penegakan hukum terhadap pelaku maupun dari pihak luar yaitu kersama yang
belum maksimal antara aparat kepolisian dan instansi terkait lainnya.*
Caralain yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pencucian dengan
tindak pidana asal narkotika untuk menyimpan maupun menyembunyikan
hartanya adalah dengan cara menyimpan aset. dalam bentuk property atas nama
orang lain yang tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan
pelaku sehingga tidak ada aliran dana maupun hal-hal lain yang dapat
memberikan petunjuk kepada penegak hukum untuk melakukan penyelidikan
maupun penyidikan hal tersebut. tenmtunya bisa menjadi kendala atau
memberikan kesulitan tersendiri bagl aparat penegak hukum dalam hal ini
Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dalam melakukan proses penegakan
hukum terhadappara pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tindak
pidana asal narkotika.Selain itu minimnyainformasi dan kerjasama masyarakat

dalam membantu memberikan informasi kepada aparat kepolisian juga ikut

19 Aziz Syamsuddin. Tindak Pidana K husus. Jakarta: Sinar Grafika. 2013,hal.19



memberikan kesulitan tersendiri bagi pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda
Riau proses penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana pencucian
uang dengan tindak pidana asal narkotika,permasalan maupun kendala -
kendala yang.ada membuat. dari sekian-banyak perkara narkotika yang
dilakukan oleh para Bandar narkotika yang berpotens dilakukan proses
penegakan hukum tindak _pidana ‘pencucian,uangnya hanya 3 ( tiga) perkara
yang dapat digjukan oleh pihak penyidikDirektorat Reserse Narkoba Polda
Riau.™

Dari segi jumlah perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak
pidana asal narkotika baik dari segi kuantitas, kualitas serta Jumlah aset yang
berhasil disitaolen pihak penyidikDirektorat. Reserse Narkoba Polda Riau
menunjukkan bahwa pross penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana
pencucian uang dengan tindak pidana asa narketika yang dilakukan oleh pihak
Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau belum maksimalsehingga perlu
ditingkatkan "dan dimaksimalkan agar upaya penegakan hukum yang
komprehensif terhadap para pelaku tindak pidana pencucian dengan tindak
pidana asal narkotika berjalan.dengan maksima sampai kepada penyitaan aset
sehingga bisa membuat para bandar narkotika tidak bisa lagi menjalankan
bisnisilegal mereka tersebut.

Metode lain yang dilakukan oleh para bandar narkotika dalam
menjalankan aksi pencucian uang hasil kejahatan narkotika yang dilakuakan

adalah dengan cara mengubah uang hasil penjualan narkotika yang mereka

" Bismar Nasution. Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia. Bandung: Books Terrace &
Library Pusat Informasi Hukum Indonesia. 2008,hal.18



miliki kedalam bentuk bentuk yang tidak menimbulkan kecurigaan baik bagi
masyarakat,tetangga maupun pihak penegak hukum seperti menyimpan uang
tuna mereka diperbankan dalam waktu sementara,mempergunakan uang
mereka kepada asuransiasuransi membeli  benda seperti  rumah,mobil
Jperhiasaan dan lain —lain tentunya dengan tetap membangun citra positif
dengan lingkungan masyarakat maupun: lingkungan terdekat yaitu bertetangga.
Para bandar narkota yang membeli barang” barang mewah tersebut
membangun pandangan warga maupun tetangga kalaupun mereka memiliki
benda yang mereka beli itu karena mereka punya usaha yang membuat mereka
pantas untuk memiliki benda benda tersebut padahal “harang —barang tersebut
sebagal upaya mereka menutupi kejahatan yang mereka lakukan yang mana hal
tersebut juga terkadang membuat pihak penegak hukum sulit melacak aset para
pelaku pelaku tindak pidana pencucian uang dengan-tindak pidana asa
narkotika dari para tetangga maupun masyarakat yang tinggal dilingkungan
para pel aku.*>

Bersamaan dengan perkembangan masyarakat,bentuk-bentuk kejahatan
dan perbuatan pidana jugamengalami perkembangan. K ejahatan dan perbuatan
pidana berkembang sebagai dampak dari masalah sosial yang dipengaruhi oleh
interaksi struktur politik, ekonomi, sosial, dan ideologi masyarakat. Bentuk-
bentuk keahatan baru dan perbuatan-perbuatan baru yang kemudian
dikriminalkan dapat dikualifikasikan sebagai hukum pidana khusus. Hukum

pidana khusus memuat norma, sanksi, asas hukum, dan prosedur penanganan

2Elwi Danil. Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya. Jakarta: Raja
Grafindo Persada. 2011,hal.10



secara khusus yang berbeda dengan hukum pidana konvensional yang telah
dikodifikasikan dalam hukum pidana dan hukum acara pidana.™®

Hukum pidana umum dibuat dan berlaku untuk semua orang, sedangkan
hukum pidana-khusus dibuat. untuk hal atau orang tertentu.*Terkait dengan
pengertian hukum pidana khusus, menurut Mudzakir, istilah yang umumnya
digunakan dalam literatur_dan:praktik hukum adalah “Tindak Pidana Khusus”
(specialedelicten), padahal hal ini bukan hanya menyangkut “hukumpidana
materiil” yang diantaranya mengatur masalah-masalah tindak pidana,
pertanggungjawaban pidana dan pidana, tetapi juga berkaitan dengan “hukum
pidanaformil”; yang menyangkut proses dan prosedur berpekara, dan juga
“hukum pelaksanaan pidana”.*®

Menurut Mudzakkir, dilihat dari sumbernya, Hukum Pidana Khusus
memiliki ruang lingkup:

Undang-Undang Pidana K husus di luar dikodifikasi,
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
Undang-Undang Anti. Pernografi;

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

N o o M w DN P

Undang-Undang Pidana yang mempunyai ruang lingkup keberlakuan
secara khusus, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.*

3 Heru Purnomo (Ketua Tim Penyusun), Pelatihan Hukum Pidana KhususBagi Hakim

¥ Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal. 175.

> Mudzakkir (Ketua Tim Perencanaan Pembangunan Hukum), Perencanaan Pembangunan
Hukum Nasional Bidang Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan, Badan Pembinaan
Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRI, 2012, hal. 23-24.

° Ibid., hal. 25.



Hukum pidana khusus diadakan mengingat adanya berbagai kepentingan
khusus. Pertama, subjeknya yang bersifat khusus, yaitu menyangkut kualitas
tertentu yang harus dipenuhi untuk mewujudkan suatu delik. Kedua, objeknya
yang bersifat khusus, yaitu-menyangkut benda-benda hukum tertentu yang
mempunyal Sifat kekhususan tertentu. Ketiga, diperlukan hukum acara yang
bersifat khusus untuk penegakannya,- yaitumenyangkut proses dan prosedur
khusus, yang memberikan kewenangan khusus dan terbatas kepada aparat
penegak hukum tertentu.*’

Istilah lain yang digunakan terhadap hukum pidana khusus adalah “Undang-
Undang pidana Khusus” (bijzondere wetten), yang. mengandung kelemahan
karena seolah-olah suatu sifat kekhususan aturan hanya terdapat dalam undang-
undang ini, padahal bak aturan-aturan yang bersifat umum dan
“kekhususannyayang logis’- maupun “kekhususannya yang sistematis” dapat
terjadi dalam satu undang-undang. Boleh jadi penyebutan Undang-Undang Pidana
Khusus menjadi benar, dalam rangka membedakannya dengan KUHP sebagai
Undang-Undang Pidana Umum. Istilah “Hukum PRidana Khusus” lebih relevan
sehingga dapat meliputl “asas-asas" (principles), aturan-aturan (rules) dan
kebijakan-kebijakan (policies) dalam hukum pidana yang sifatnya “khusus” (lex
specialis), yang “berbeda” dari hal yang sifatnya “umum” (lex generalis), baik
dalam lapangan hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana dan hukum

pel aksanaan pidana.'®

7 1bid., hal. 24.
8 |bid., hal. 24.
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Keberlakuan Hukum Pidana Khusus bidang hukum pidana materiil
didasarkan pada ketentuan Pasal 103 KUHP: “Ketentuan-ketentuandalam Bab |
sampai Bab VIII buku ini juga berlakubagi perbuatan-perbuatan yang oleh
ketentuan perundang-undanganyang lain_diancam pidana, kecuali jika oleh
undang-undangditentukan lain”. Sedangkan keberlakuan Hukum Pidana Khusus
bidang hukum acara pidana didasarkan: pada. ketentuan Pasal 284 ayat (2)
KUHAP: “Dalam waktu dua tahun setelahundang-undang ini diundangkan, maka
terhadap semua perkaradiberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan
pengecualianuntuk ~ sementara  mengenai ketentuan _khusus  acara
pidanasebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampa adaperubahan
dan atau dinyatakan tidak berlaku”. Tidak terdapat ketentuan yang merujuk pada
adanya hukum pidana khusus bidang pelaksanaan pidana. Beberapa ha
diantaranya dibiarkan tanpapengaturan (wet vacuum) atau kekurangan pengaturan
(under legislation):*

Tindak pidana pencucian uang itu sendiri merupakan delik * berganda dan
berkait “ yang artinya delik itu tidak akanada apabila tidak ada delik lainnya
sebagal asal delik.Pasal 2 undang = umdang nomor 8 tahun 2010 tentang
pencegahan dan pemberantasan pencucian uang jenis tindak pidana asal (

predicated crime) padatindak pidana pencucian uang adalah :

1.korupsi;
2.penyuapan;
3.narkotika;
4.psikotropika;

¥1bid., hal. 25.
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5.penyelundupan tenagakerja;
6. penyelundupanmigran;

7.di bidangperbankan;
8.di bidang pasarmodal;

9.di bidangperasu

15. penculi
16. pencuri
17. pengge

atautindak pida Q Q ‘  dengan pidana penjara 4 (empat)
tahun ataulebih yang dilakukan'd “ agara K esatuan Republik Indonesia
atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana
tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukumindonesia. Dari semua
semua tindak pidana asal pencucian uang yang di jelaskan di atas penulis

mengambil penelitian tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana

narkotika.Selain itu tindak pidana pencucian uang juga  masuk kedalam

12



kualifikasi tindak pidana khusus bukan tindak pidana umum.*Indonesia sendiri
melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang ,artinya Indonesia
mempunyai ketentuan undang undang pencucian uang pada April 2002 yaitu
dengan diundangkannya undang.— undang nomer 15 tahun.2002 tentang tindak
pidana pencucian uang,yang kemudian direvisi dengan undang —undang nomor
25 tahun 2003 dan kemudian diperbaharui; dengan undang —undang nomor 8
tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan ‘tindak pidana pencucian
uang ,yangmana mencabut undang —undang sebelumnya. * Pencucian uang
menurut Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang
memehuni unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang — undang
nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang.ini.”

Hasi| tindak Pidana yang dimaksud adalah harta kekayaan yang diperoleh dari
tindak pidana korupsi,penyuapan,narkotika,psikotropika,penyel undupan tenaga
kerja, penyelundupan migrant,di bidang perbankan,di bidang pasar modal,di
bidang perasuransian,kepabeanan,cukal,perdagangan orang, perdagangan
senjata gelap,terorisme, penculikan,pencurian,penggel apan, peni puan, pemal suan
uang,perjudian, prostitusi,di bidang perpagjakan,di bidang kehutanan, di bidang
lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atautindak pidana lain yang

diancam dengan pidanapenjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di

% Husein, Op. Cit., hal. 37.

2 Yenti Ganarsih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya Di Indonesia,
Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hal. 11.

2 pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang.
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wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak
pidana menurut hukumindonesiaYang mana ha tersebut dijelakan secara
terperinci dalam undang-undang_nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang.?®

Walaupun telah ada undang-undang'yang khusus menatur tentang tindak
pidana peneucian uang yaitu undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah secara tegas
mengatur aturan—aturan hukum bagi pelaku tindak pidana pencucian serta
sebagal payung hukum bagi aparat penegek hukum  dalam ha ini Direktorat
Reserse Narkoba Polda Riau dalam melakukan proses penegakan hukum
terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang khususnya yang berasal dari
tindak pidanaasal narkotika.namun tetap sga proses penegakan hukum terhadap
tindak pidana pencucian uang khususnya yang berasal dari tindak pidana asa
narkotika oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau tidak maksimal serta
belum sesual dengan tuntutan masyarakat.

Banyak kendala "yang . dihadapi. oleh penyidik maupun penyidik
pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau daam melakukan
penyelidikan maupun penyelidikan atau secara umum penegakan hukum
terhadap tindak pidana pencucian uang khususnya yang berasal dari tindak
pidana asal narkotika. Kendala yang dihadapi berasal dari dalam sendiri seperti
sumber daya manusia yang ada,sarana dan prasana pendukung dan lain-lain.

Selain kendala dari dalam sendiri juga ada kendala dari luar instasi Direktorat

Zlbid.
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Reserse Narkoba Polda Riau sendiri seperti belum maksimalnya peran PPATK.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk

melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap Penegakan hukum

. Apakah upaya yang dile oleh pihak Direktorat reserse narkoba
polda Riau dalam menanggulangi hambatan-hambatan penegakan
hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian di kepolisian daerah

provins Riau?
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

QLN

‘
[ 4
&
"

~ -
)
<«

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana Pencucian.

2. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum terkaitpihak
terkait,menambah informasi kepada dunia akademisi, praktisi, dan
peneliti-penelitihukumlainnya yang memiliki objek yang sama dengan

penelitian ini.
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D. Kerangka Teori

Pada setiap penelitian diperlukan adanya kerangka teori sebagal pijakan
bagi penulis_untuk melihat suatu permasalahan yang ingin diteliti . H.Ronny
Soemitro mengatakan bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada
umumnya setiap penelitian_haruslah. disertal dengan pemikiran-pemikiran
teoritis. Teori menempati kedudukan yang sangat penting untuk merangkum
dan memahami masalah secara baik,hal-hal yang semula tampak tersebar dan
berdiri sendiri bisa ditunjukkan kaitannya satu sama lainnya secara
bermakna.Teori member penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan
mengsismatikan masalah yang dibicarakannya * Lawrence M. Friedman,
dalam bukunya yang berjudul * The. lLegal System A SocialSciense
Perspective”, menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat
strukturhukum, substansi-hukum, (perundang-undangan) dan kultur hukum
atau budaya hukum. Sistem hukum harus memuat Substantive Law, Legal

Sructure, dan Legal Culture.

Tegaknya hukum. tergantung kepada budaya hukum di masyarakat,
sementara itu budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum
anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan,
lingkungan, budaya, posis atau kedudukan dan kepentingan-
kepentingan®’Dalam penetian ini sebagai grand theory penulis menggunakan

teori sistem hukumoleh Lawrance M Friedman yang mana  menurut

* Ronny H.Soemitro,Metode Penelitian ,Penerbit Ghalia,Jakarta,1982,hal .37

% Bismar Nasution, Ekonomi Mengkaji Ulang Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi,
Disampaikan pada” Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Ekonomi Universitas
Sumatera Utara”, Dosen Pascasarjana IImu Hukum Ekonomi USU, Medan 17 April 2004, hal 21
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Lawrance M Friedman ada tiga komponen dalam sistem hukum yaitu
struktur hukum ( legal structure),isi hukum (legal substance) dan budaya
hukum (legal culture).Lawrence M. Friedmanmenyebutkan bahwa sistem
hukum terdiri atas perangkat strukturhukum; substansi hukum (perundang-
undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Sistem hukum harus
memuat Substantive Law, Legal Sructure, dan Legal Culture. Tegaknya
hukum tergantung' kepada budaya hukum di masyarakat, Sementara itu
budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-
anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan,
budaya, posisi atau kedudukan dan kepentingan-kepentingan.Lawrence M.
Friedman Struktur hukum (legal struktur) merupakan kerangka berfikir yang
memberikan defenisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan

batasan yang telah ditentukan.?®

Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagal institusi yang menjalankan
penegakan hukum dengan segala proses yang ada didalamnya. Lawrence
M.Friedman * mengatakan Substansi hukum (legal substance) merupakan
aturan, norma dan pola perilaku manusia.yang berada di dalam sistem
hukum. Substansi hukum ™ berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang
berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah
dikeluarkan maupun aturan-aturan baru mau disusun.Substansi hukum tidak
hanya pada hukum yang tertulis tetapi juga mencakup hukum yang hidup di
masyarakat (the living law)Sedangkan Budaya hukum ( legal culture) menurut

Lawrence M.Friedman merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem

% Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Sinar Grafindo Persada,2005,hal .20
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hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta
harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga
merupakan kekuatan sosia yang menentukan bagaimana hukum
dilaksanakan, .dihindari. atau bahkan bagaimana hukum disalahgunakan.
Budaya hukum ( legal culture) mempunyai peranan yang besar dalam sistem
hukum. Tanpa budaya hukum. (legalculture) menurut Lawrence M.
Friedmanm maka sistem hukum (legal system) ‘akan kehilangan kekuatannya,
seperti ikanmati yang terdampar di keranjangnya, bukan ikan hidup yang
berenang di lautan. Ketiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence
Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakan hukum
sebagal suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam
pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagal suatu proses
yang diawall dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu
berupa lembaran-lembaran Kkertas dalam_'sebuah konsepgugatan yang
digjukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan

mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan?’.

Dalam penelitian.ini sebagai middle theory penulis menggunakan teori
efektifitas hukum oleh Soerjone soekanto yang mana menurut Soerjono
Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sgauh mana suatu
kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika
terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai
sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga

menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum,

“'satjipto Rahardjo, 1lmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,2000, hal. 269
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pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal hamun
juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur
yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka
tentu saja unsur paksaan. inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya
suatu-Ketentuan atau aturan hukum *° Teori- efektivitas hukum menurut
Soerjono- Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum

ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu **;

1. yang pertama Faktor hukumnya sendiri(undang-undang)

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkanhukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakanhukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
atauditerapkan

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai” hasil karya, cipta dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusiadi dalam pergaulanhidup

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena
merupakan esens darl ‘penegakan  hukum, juga merupakan tolak ukur
daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang
menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau
tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.Menurut Soerjono

Soekanto ukuran efektivitas pada el emen pertama adalah™ :

%8 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, CV. Ramadja Karya,Bandung,
1988, hal 80

*1bid,hal .21

% Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bina Cipta,Bandung, 1983, hal. 80
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1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah
cukupsistematis

2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah
cukup sinkron, secarachierarki dan horizontal tidak-adapertentangan.

3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur
bi dang-bidang kehi dupan tertentu: sudahmencukupi.

4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan
persyaratan yuridis yangada.

Sedangkan untuk aplly theory penulis menggunakan teori penegakan
hukum.® Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide
keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan
hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-
norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau
hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-
konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum
merupakan suatu proses yang melibatkan.banyak hal.Joseph Goldstein melihat
bahwa implementasi penegakan hukum pidana dibagi menjadi tiga macam yaitu®?:

1. Total Enforcement

Adalah ruang lingkup hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh

hukum pidana substantif .Penegakan hukum pidana secara total ini tidak

mungkin dilakukan oleh penegak hukum karena penegak hukum dibatasi

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum., Jakarta, UI-PRESS, 2006, hal .26
¥ Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika,1985,hal.30
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secara ketat oleh hukum acara pidana antara lain mencakup aturan-aturan

penangkapan,penahanan,penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan

pendahuluan. Disamping itu hukum pidana substantif itu sendiri
memberikan batasan batasan.Salah satu-contoh dibutuhkan aduan terlebih

dahulu untuk syarat penuntutan delik aduan ( area no enforcement) .

2. Full Enforcement.
Adalah ruang lingkup penegak hukum yang bersipat total setelah dikurangi
area no enforcement dalam penegakan hukum yang mana diharapkan
penegakan hukum dapat berjalan dengan maksimal

3. Actua Enforcement.
Menurut Joseph Goldstein full enforcement tidak mungkin dapat dilakukan
sepenuhnya sebab adanya pembatasan dalam  bentuk  waktu
Jpersonil,dana,alat investigass dan sebagainyayang mana kesemuanya
mengakibatkan keharusan dilakukan discretion dan sisanya kemudian inilah
yang disebut dengan actual enforcement.*

Diantara ketiga teori Joseph Golstein diatas yang sesuai dengan
penelitian penulis adalah teori ‘Actual Enforcement ,teori Actual enforcement
tersebutlah yang penulis jadikan sebagai solusi terhadap permasalahan yang
penulis temui dalam penelitian penulis ini ,yang mana keterbatasan tersebut
membuat para penegak hukum melakukan diskresi dalam melakukan penegakan
hukum hal tersebutlah yang disebut penegakan hukum Actual Enforcement.Dalam

Melakukan penegakan hukum kita harus melihat 3 ( tiga) dimensi antaralain :

Fhttps://transard.wordpress.com/2017/12/12/penegakan-hukum/ dikutip pada tanggal 11 Oktober
2018
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1 penerapan hukum dipandang sebagal sistem normatif (normative system)

yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-

nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

kenyataan dalam hal ini khususnya ide yang dideal dalam pengekan
hukum tindak pidana pencucian uang”.*
2. “Tindak pidana adalahsuatu perbuatan yang pelakunya dapat

dikenakan hukum pidana, dalam ha ini memberikan sanksi kepada

3 Op Cit.. hal 15.
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Pelakunya”.®

3. “Pidana Pencucian Uang adalah adalah merupakan upaya pelaku
kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta
kekayaan yang diperoleh daritindakan pidana dengan cara
memasukkan harta kekayaan hasil tindak pidana kedalam sistem
keuangan khususnyadalam sistem perbankan baik didalam maupun
diluar negeri dengan maksud menghindarkan diri dari tuntutan
hukum atas kejahatan yang telah dilakukan dengan mengamankan
harta kekayaan hasil kejahatan dari sitaan aparat hukum, yang mana
khususnya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak
pidana Narkotika”.

4. “Narkotika menurut Pasa 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika
adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,
balk sinSkripsi maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi
sampai menghilangkan ‘rasa..nyeri, dan dapat menimbulkan
ketergantungan”.

5. “Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau adalah Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang merupakan satuan kerja yang ada di
markas Kepolisain daerah Riau yang bertanggung jawab langsung

kepada Kepala Kepolisian Daerah Riau serta bertugas melakukan

% Adami cazawi,elsel Pidanatindak pidana,teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya
hukum pidana,rgja grafindo persada,Jakarta,2010,hal. 24
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penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika maupun tindak

pidana lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana asal narkotika

(termasuk tindak pidana pencucian uang)”.

dari pendlitian

ini dilihat dari

terhadap tindak Pidana pencucian uang oleh Direktorat Reserse Narkoba
Polda Riau berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang

pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.

. Lokas Pendlitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Direktorat Reserse Narkoba

Polda Riau Alasan pemilihan lokas tersebut karena masih terdapat
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problematika karena belum maksimalnya penegakan hukum Tindak
Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal tindak Pidana

narkotika oleh pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau.
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Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari duajenis data, yaitu data
primer dan sekunder dengan uraian sebagai berikut:
a.Data Primer
Data Primer, adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melaui
responden atau sampel. Data ini dapat berasal dari masyarakat, pegawai

instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya, yang
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terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok
masalah yang dibahas.**Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari
hasil wawancara para tersangka narkotika yang diduga pelaku tindak
Pidana_pencucian uang,Direktur Reserse Narkoba.Polda Riau penyidik
dan penyidik pembantu ,keluarga tersangka dan warga masyarakat
b. Data Sekunder
Data skunder, adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang
mendukung dengan pokok masalah yang dibahas. Data sekunder
disamping buku-buku juga dapat berupa, skripsi, Skripsi, disertas,
jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lainnya.* Data sekunder
dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari peraturan
perundang-undangan dan buku-buku literatur yang memiliki kajian
mendukung dengan permasalahan penelitian, yaitu seperti peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan Pencucian uang ,peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan. Narkotika,peraturan
perundang-undangan menyangkut Kepolisian Negara Republik
Indonesia,perundang-undangan menyangkut perbankkan dan PPATK
dan buku-buku mengenai hukum pidana serta informasi yang diperoleh
dari kamus dan internet sebagai data pendukung dari penelitian ini.
6.Alat Pengumpul Data
Pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengancara :

1.Studi lapangan dengan cara wawancara dengan keseluruhan populasi

bid., hal. 13.
¥lbid., hal. 13.
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ataupun sampel yang telah ditetapkan dan observas langsung ke
lapangan atau tempat-tempat yang menjadi objek penelitian
2.Studi kepustakaan dengan cara membaca,mencatat dan mengutip buku-
buku dan refrensi serta.menel aah.perundang-undangan juga dokumen-
dokumen lain yang berhubungan dengan penélitian ini guna
mendapatkan data sekunder.
7.Andlisis Data
Anadlisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif (dalam bentuk
uraian kalimat) dan kuantitatif (dalam bentuk tabulasi data). Analisis data
dalam penelitian ini diawali dengan tahap pengumpulan data yang
diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Data yang telah
dikumpulkan melalui wawancara dan observasi diolah dan disajikan dalam
bentuk uraian kalimat-dan tabulasi data . Setelah datadisgjikan, kemudian
dibandingkan dengan pendapat para ahli dan dengan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan penegakan hukum Tindak Pidana pencucian
uang dengan tindak pidana asal Narkotika.
8. Metode Penarikan Kesimpulan.
Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara
deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat
umum kepada hal-ha yang bersifat khusus. Atau dengan kata lain,
penarikan kesimpulan yang diawali dengan deskripsi
terhadappermasalahan yang ada berdasarkan data yang diperoleh

dilapangan kemudian dibandingkan dengan solusi permasalahan /
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pendapat para ahli tentang idealnya suatu peristiwa yang ada disesuaikan

dengan peraturan perundangan- undangan yang ada sehingga lahir sebuah

kesimpulan terhadap permasal ahan yang ada.
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BAB |1
TINJAUAN UM UM
A. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang

Istil ah pencucian uang telah dikenal sgjak tahun 1930 di Amerika Serikat,
yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagal salah satu
strateginya. Investasi:terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau
disebut laundromats yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha
pencucian pakaian ini berkembang maju dan berbagal perolehan uang hasil
kejahatan seperti dari cabang usaha lainya ditanamkan ke perusahaan
pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman kerasilegal, hasil perjudian
dan hasil usaha pelacuran. Pengertian pencucian uang menurut Pasal 1 ayat (1)
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang adalah: “pencucian uang adalah
segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesual dengan
ketentuan dalam undang-undang ini.>”

Unsur-unsur  yang -dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan
melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Pengertian tindak
pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam Pasal (3), (4) dan (5)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Intinya adalah bahwa tindak pidana
pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh

seseorang dan/atau korporasi dengan senggja menempatkan, mentransfer,

mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,

% H. Juni Sjafrien Jahja, Melawan Money Laundering., Jakarta, Visimedia, 2012,hal.29
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membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang
atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan
menyembunyikan atau. menyamarkan asal.usul harta kekayaan itu, termasuk
juga yang menerima dan mengusainya.

Pencucian uang adalah, segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak
pidana sesua dengan undang-undang ini.**Pencucian uang atau dalam istilah
Inggrisnya disebut money loundering,secara etimologis money |oundering
terdiri dari kata money yang berarti uang dan loundering yang berarti
pencucian.*’Pencucian uang atau money |oundering secara sederhana diartikan
sebagal suatu proses menjadikan hasil kejahatan (proceed of crime)atau disebut
sebagai uang kotor (dirty money)misalnya dari obat bius,korupsi,pengel akan
paj ak,judi,penyelundupandan lain-lain yang, dikonversi atau diubah kedalam
bentuk yang ssh agar dapat digunakan dengan aman. *' Penanggulangan
pencucian uang tidak terlepas dari upaya untuk mensegjahterakan masyarakat
Jperlindungan terhadap masyarakat serta berkaitan dengan kebijakan
pembangunan nasiona yang pada akhirnya bermuara kepada terwujudnya cita-
cita bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang —undang dasar
Negara Republik Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia.Beberapa pendapat para pakar hukum

¥ Undang-undang nomor 8 tahun 2010 TentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang

0 Sytan Remy sjahdeini,Seluk Beluk Tindak pidana pencucian uangdan pembiayaan terorisme,PT
Pusataka Utama Grafiti,2004,hal 1

Yenti ganarsih,Penegakan Hukum Anti pencucian Uang,Pt Raja Grafindo

Persada,Depok,2017.hal 15
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mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pencucian uang atau money
loundering diataranya money loundering adalah proses menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul keahatan.Proses tersebut untuk kepentingan
penghilangan «jgak  sehingga memungkinkan  pelakunya menikmati
keuntungan-keintungan  itu  dengan  tanpa mengungkap  sumber
perolehannya.Penjualan senjaia secara | illegal ,penyelundupan dan kegiatan
kejahatan  terorganisi,contohnya perdagangan obat. dan prostitusi, dapat

menghasilkan uang yang banyak.

Penggelapan ,perdagangan orang dalam (insider trading),penyuapan
,dan bentuk penyalahgunaan computer dapat menghasilkan keuntungan yang
besar dan menimbulkan dorongan untuk menghalalkan ( legitimie) hasil yang
diperoleh dari  money loundering. ** Ada juga ahli mengatakan yang
mengatakan = bahwa  Peneucian , ; wang '~ merupakan _metode untuk
menyembunyikan ,memindahkan,dan menggunakan hasil dari suatu tindak
pidana ,kegiatan organisasl kejahatan,kegiatan ekonomi,korupsi ,perdagangan
narkotika,dan kegiatan lain yang merupakan-kejahatan.Money Loundering
atau pencucian uang pada intinya melibatkan asetyang disamarkan sehingga
dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan
yang illegal.Melalui money loundering pendapatan atau kekayaan yang
berasal dari kegiatan melawan hukum diubah menjadi aset keungan yang

seolah olah berasal dari sumber yang sah/legal.*

2 Aziz Syamsudin, Tindak Pidana khusus,Sinar Grafika,Jakarta,2011,hal 17-18
43 Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang,Pt Citra Aditya Bakti,Bandung,2008 hal 15-16
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Menurut Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dimaksud dengan Tindak
pidana pencucian uang adalah Segala perbuatan yang memenuhi unsure-unsur
tindak pidana_sesua dengan. ketentuan. yang ada dalam undang-undang
ini.** Pencucian uang sebagai bagian dari kejahatan terorganisasi dan juga

sebagal kejahatan lanjutan dari-kejahatan terorganisasi lainnya.

Kegiatan money loundering yang dikakukan oleh organisasi-organisasi
kejahatan dan para penjahat individual sangat merugikan masyarakat,tentulah
money loundering tersebut mendapatkan perhatian yang besar dari banyak
Negara untuk. diperangi.Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh
kegiatan 'money loundering terhadap masyarakat.Konsekuensi yang
ditimbulkan itu dapat berupa money |oundering memungkin. para penjual dan
pengedar narkebapara /penyelundup_dan—para penjahat  lainnya untuk
memperluas kegiatan operasinyaHal tersebut tentu akan meningkatkan
pembiayaan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta
pengobatan kesehatan bagi para korban atau pecandu narkobaselain itu
kegiatan money loundering berpotensi merongrong keungan masyarakat
akibat besarnya jumlah uang yang terlibat dalam transaksi narkoba
tersebut,akibat lainnya kejahatan yang diakibat dari tergetusnya keuangan
masyarakat tersebut berdampak bagi meningkatnya keahatan lain akibat
kesulitan ekonomi yang dialami bagian dari masyarakat yang menjadi korban

tersebut,Money loundering juga mengurangi pendapatan pemerintah dari

“ Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang
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pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur

sertamengurangi kesempatan kerja yang sah.*

Sehubungan dengan Upaya mengriminalisasi kejahatan pencucian uang
menjadi suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu undang —undang tidak
dapat dilepaskan dari semakin berkembangnya kejahatan money loundering
terutama kejahatan money loundering yang melibatkan para bandar narkoba
kelas kakap khususnya Bandar narkoba jaringan nasional maupun
internasional.Dengan sumber daya keuangan yang mereka miliki serta
semakin pintarnya para Bandar narkotika tersebut menyembunyikan harta
mereka membuat para petuges terkadang mengalami kesulitan untuk melacak
aset aset para bandar narkoba tersebut.Latar belakang perbuatan pelaku
peredaran gelap Narkotika yang mengalihkan dan menyembunyikan harta
kekayaan hasi|_kejahatan'melaui sistem Keuarngan adalah memindahkan atau
menjauhkan pelaku dari kejahatan yang menghasilkan proceeds of crime dari
kejahatan yang dilakukan, memisahkan proceeds of crime dari kejahatan yang
dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pel aku,
serta melakukan reinvestas hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya
atau ke dalam bisnis yang sah. Penanggulangan keahatan peredaran gelap

Narkotika dengan memisahkan proceeds crime darikeahatanyang dilakukan

% Syaipful Bakhri,Kejahatan narkotika dan psikotropika Suatu PendekatanMelalui Hukum
Pidana,Gramata Publishing,Jakarta,2012,hal 112-113
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dan penikmatan hasil kejahatan berupa penempatan tindak pidana Narkotika

sebagai core crime.tersebut.*
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tersebut adalah sebagai berikut

aAdanya upaya para pelaku tindak pidana pencucian uang untuk
menempatkan uang di Bank yang mana terkadang biasanya diikuti

dengan mengajukan kredit atau pembiayaan kepada pihak bank tersebut.

“6 Bismar Nasution, Hukum Kegiatan Ekonomi |, Books Terrace & Library, Bandung, 2007,
hal. 219

“"Ferry Aries Suranta, Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik
Money Laundering. Jakarta, Gramata Publishing. 2010, hal.12
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b.Adanya upaya para pelaku tindak pidana pencucian uang untuk

menyetorkan uang pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagai

pembayaran kredit untuk mengaburkan audittrail.

~
E : g untuk
E ’ gan usaha
2 e
® O 3 kas menjadi
2 o
& = =
5 2 >~

n
E é: au tuk membli
E' ; ; uan pribadi,
o =
- 2 kan argean/hadiih
- > ¢
0 2 ﬁ
o _51-
e
:"JT = b) Tahap Pen

;
E . euangan, pencuci uang
§ onversi atau pergerakan dana
=

yang dimaksudkan untuk memisahkan atau menjauhkan dari sumber dana.
Dana tersebut mungkin disalurkan melalui pembelian dan penjualan
instrumen keuangan, atau pencuci uang dengan cara Sederhana
mengirimkan uang tersebut melalui “electronic funds/wire transfer”

kepada sgjumlah bank yang berada di belahan dunia lain. Tindakan

8 |bid,hal.13-15
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untukmenyebarkan hasil kejahatan kedalam negara yang tidak mempunyai

rezim anti money laundering, dalam beberapa hal mungkin dilakukan

dengan menyamarkan transfer melalui bank sebagai pembayaran

yang sah misalnya dalam bentuk pembelian rea estate, aset-aset yang
mewah, atau ditanamkan dalam kegiatan usaha. Dalam melakukan money
laundering, pelaku tidak pidana pencucian uang tidak terlalu

mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang

“ Elwi Danil, Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya. Jakarta: Raja Grafindo
Persada. 2011,hal.18
®lbid,hal .17
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harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan
atau menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati
atau digunakan secaraaman.Ketiga kegiatan tersebut di atas dapat terjadi
secara terpisah atau simultan, namun umumnya dilakukan secara tumpang
tindih agar sulit dilacak. Demikian juga dengan modus operandi tindak
pidana pencucian uang dengan tindak: pidana asal narkotika dari waktu ke
waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa
keuangan yang cukup rumit. Hal ini terjadi bailk pada tahap penempatan
(placement),tahap penyebaran (layering), maupun tahap pengumpulan
(integration), sehingga penanganan dalam rangka penegakan hukum pun
menjadi semakit sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan

(capacity building) secara sistimatis danberkesinambungan.

Upaya mengkriminalisas pelaku-~tindak pidana pencucian uang
khususnya dengan tindak pidana asal narkotika dilakukan karena
mengingat pelaku tindak pidana pencucian uang yang melibatkan para
bandar narkotika dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi kehidupan
berbangsa dan bernegara baik kerugian materil maupun inmateril.Menurut
Munir Fuady mengatakan kegiatan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money
Laundering) secara Universal dewasa ini telah digolongkan sebagai suatu
Tindak Pidana yang tergolong dalam White Collar Crime. Dalam kasus
Tindak Pidana Pencucian Uang ini untuk dapat melakukan pemutihan uang

dilakukan secara jelas dengan caraillegal. Tindak Pidana Pencucian Uang

%1l bid,hal .20

38



dapat ditinjau dari kaidah hukumnya dan dapat ditinjau pula dari segi
yuridisnya yaitu dengan memakai KUHP dan Undang-Undang No. 8

Tahun 2010, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.*

Tindak Pidana pencucian uang bukan merupakan ke ahatan tunggal
melainkan kegjahatan ganda,namun demekian antara kejahatan utama atau
disehut juga predicad crime’ dan” kejahatan pencucian uang itu sendiri
berdiri sendiri sendiri sehingga proses penegakan hukum antara predicad
crime (kejahatan asal) dan tindak pidana pencucian uang itu sendiri juga
dibedakan terutama dalam hal proses penyidikan, dikaitkan dengan
penelitian yang dilakukan penulis bahwa pihak Direkiorat Reserse Narkoba
Polda Riau selain melakukan prases penegakan hukum terhadap pelaku
tindak pidana narkoga juga melakukan penegakan hukum terhadap tindak

pidana pencucian uang dengan pidana asal-narkotika.

Pihak Penyidik maupun penyidik pembantu pada Direktorat Reserse
Narkoba Polda Riau dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku
tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika
menggunakan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang ,hal tersebut di karenakan
undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian khususnya pasal 74 memberikan
kewenangan kepada pihak penyidik/penyidik pembantu pada Direktorat

Reserse Narkoba Polda Riau sebagai pihak yang melakukan proses

*2 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Citra Aditya Bakli, Bandung, 2001, hal 167
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penyidikan terhadap tindak pidana awal untuk melakukan proses
penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencucian khususnya tindak
pidana narkotika.Dalam hal ini pihak ada dua pilihan proses penyidikan
dengan menggunakan undang —undang.nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika dan dengan menggunakan undang-undang nomor 8 tahun 2010
tentang pencegahan dan_pemberantasan tindak pidana pencucian uang oleh
pihak Direkiorat ~ Reserse Narkoba Polda Riaukemudian dengan
mempertimbangkan aspek-aspek penegakan hukum yang lebih efektif
pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau undang-undang nomor 8
tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian-uang disamping juga menggunakan undang —undang nomor 35

tahun 2009 tentang narkotika untuk tindak pidanaawal .>®
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Narkotika khususnya ganja (kanabis) sudah lama dikenal di berbagai
negara ASEAN termasuk Indonesia yakni  sgak sebelum perang
kemerdekaan, khususnya di Indonesia, Malaysia, Filipina dan beberapa
negara Asean lainnya (Ssebelum undang-undang narkotika itu ada).
Penggunaan dan penyalahgunaan ganja tersebut dapat dianggap sebagai
gelombang pertama epidemi narkotika. Gelombang pertama epidemi
narkotika ganja tidak menunjukkan keadaan eksplosif, karena pasokannya
dapat diperoleh dari tanaman perdu di dalam negeri. Sedangkan

penggunaan obat-obatan jenis opium sudah lama dikenal di beberapa

*% Bismar Nasution, Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia, Bandung: Books Terrace &
Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2008,hal.29
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negara Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Malaysia, Filipina,
Vietnam, jauh sebelum pecahnya Perang Dunia kedua sebelum zaman
penjgjahan kolonialis Eropa.Pada umumnya para pecandu opium tersebut
adalah orang-orang Cina...Pemerintah..Belanda memberikan izin pada
tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu (opium) dan pengadaan
(supply) dibenarkan secara ilegal. | Orang-orang Cina pada waktu itu
menggunakan candu dengan cara tradisiona, yatu dengan cara
menghisapnya melalui pipa panjang. Namun setelah datangnya Jepang di
Indonesia saat itu pemerintah Jepang yang menjajah Indonesia menghapus
pelegalan terhadap Opium ataupun pemakaian candu,saat itu pemerintah
Jepang menghapus undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Belanda

untuk melegalkan pemakaian opium ataupun candu tersebut.>

Seirimg . dengan /perkembangan zaman dikarena banyak dampak
negatif yang didapat dari keberadaan narkotika tersebut kemudian
dilakukan pengaturan terhadap keberadaan narkotika tersebut di Indonesia
dengan dibuatnya undang-undang yang mengatur siapa sgja yang dapat
memperoleh narkotika atau menggunakannya,penggunaan narkotika yang
ada diindonesia hanya digunakan untuk kepentingan medis dan
perkembangan ilmu pengetahuan selain itu disebut penyalahgunaan
narkotika dalam undang-undang tersebut .Dalam undang-undang nomor 35
tahun 2009 tentang narkotika secara jelas disebutkan siapa sgja yang dapat

menggunakan maupun memperoleh narkotika sehingga tidak sembarangan

> Afiatin, T, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program Aji, Y ogyakarta, Gadjah
Mada University Press,2008, hal.120
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orang atau koorporasi yang bisa mendapatkan narkotika tersebut selain
yang telah terdata dan diatur oleh pemerintah. Keberadaan undang-undang
narkotika tersebut juga dibutuhkan untuk menanggulangi penyal ahgunaan
narkotika yang sudah masif._serta mengkhawatirkan di_Indonesia untuk
kepentingan Permasalahan penyal ahgunaan dan peredaran gelap narkoba
merupakan permasalahan.yang masih dihadapi oleh Indonesia terbukti
dengan meningkatnya jumlah penyalahguna, pengedar yang tertangkap dan

pabrik narkoba yang di bangun di Indonesia.

Selain itu Indonesia sendiri merupakan pasar yang potensia para
pengedar narkotka untuk menjalankan aksinya,dengan melihat peluang
serta kelemahan—kelamahan yang ada di Indonesi a para pengedar narkotika
baik skala nasional maupun internasional secara massif melakukan aksinya
di Indonesia, yang mana, hal tersebui-dapat mengancam kehidupan
berbangsa dan bernegara.**Upaya yang luas telah dilakukan oleh aparat
yang berwenang untuk melakukan pemberantasan maupun penegakan
hukum terhadap para pengedar maupun penyalahguna narkotika,selain
penegakan hukum langkah antisipasi.masuknya narkotika dari luar negara
Indonesia juga telah dilakukan dengan melibatkan segala unsur terkait
namun tetap sgja para pengedar narkotika dapat mengedarkan narkotika di
Indonesia dengan melihat kelemahan-kelemahan yang ada baik dari segi

penegakan hukum maupun instrument terkait lainnya.

® Amriel, R. I, Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba . Jakarta: Salemba Humanika,
2008, hal.24
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Narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman
atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

hilangnya rasa, mengurang enghilangkan rasa nyeri dan dapat
menimbulkan ketergantungan. Sehubungan dengan pengertian narkotika,
menurut Soedarto, mengatakan bahwa perkataan narkotika berasal dari

perkataan Yunani narke, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-

57

apa.

% Undang —Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung. 1997, hal. 76
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Ada juga yang mengatakan bahwa narkotika adalah bahan/zat/obat
yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan, yang

menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik,

ketentuan Pass : ) tahun 2009 tentang

Narkotika dan Penjelasanny: Ny .‘, enis  narkotika  dapat

a) Narkotika golongan |

Narkotika golongan adal ah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam

% Erwin Mappaseng. Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polri dalam
Aspek Hukum dan Pelaksanaannya. Buana llmu. Surabaya. 2002.hal.2
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terapi, serta mempunya potensi sangat tinggi  mengakibatkan

ketergantungan. Adapun jenis narkotika golongan | dalam Undang-

Undang Narkotika dalam lampiran 1 disebutkan ada 65 jenis

apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahanlain.
c. Jicingko,hasilyangdiperol ehdari pengol ahanjicing.

4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus

Erythoxylondarikel uargaEryhroxylaceaetermasuk buah dan bijinya;

% BNN, Perbedaan dan Jenis Narkotika dan Narkoba, Bandung, Jawa Barat, Indonesia, 2017,
hal .57
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5) Daun koka, daun belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk

sertbuk dari semua tanaman genus erythoxylondari keluarga

Erythoxylaceaeyang menghasilkan kokain secara langsung atau

ilmu pengetahuan dan mempunya potensi tinggi mengakibatkan
ketergantungan. ® Narkotika golongan Il adalah narkoba yang
berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan

tujuan pengobatan serta digunakan dalam tujuan pengembangan ilmu

) pid,hal.59
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pengetahuan dan mempunya potens ringan  mengakibatkan

ketergantungan.

Dari segi aturan yang menjadi payung penegakan hukum terhadap
tindak pidana narkotika mengalami perubahan sesual dengan kebutuhan
perkembangan zaman serta disesuaikan dengan intensitas keahatan
narkotika kebijakan politik hukum' yaitu pembentukan undang-undang
narkotika dari masa kemasa mengalami perubahan dan
perkembangan,yang semulanya dalam penegakan hukum narkotika
Indonesia menggunakan undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang
narkotika kemudian menjadi undang-undang nomor 35 tahun 2009
tentang narkotika,banyak kemajuan yang dicapal dari perubahan aturan
yang menjadi payung hukum pemberantasan narkotika tersebut,baik deri
segi aturan, ancaman-hukuman maupun adanya perlakuan khusus
terhadap pengguna narkotika, yang awalnya menurut undang-undang
nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika sesuai dengan aturan pengguna
narkotika tetap dipidana penjara maksimal 4 ( empat) tahun sedang pada
undang-undang nomor 35 tahun.2009 tentang narkotika menempatkan
pengguna narkotika sebagai korban sehingga harus direhabilitasi secara
medis ditempat yang telah ditentukan,baik itu ditingkat pemeriksaan

kepolisian tentunya hasil asesmen yang melibatkan berbagai pihak.*

®. BNN Provinsi Jabar. Perbedaan dan Jenis Narkotika dan Narkoba. Retrieved Februari 15,
2017, from Jabar.bnn.go.id: http://jabar.bnn.go.id/artikel/perbedaan-dan-jenis-narkotika-dan-
narkoba(2019, agustus 20).
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Pihak penyidik itu sendiri bailk penyidik kepolisan maupun
penyidik BNN,pihak kejaksaan,pihak rumah sakit dan lain,selain itu
unsur psikotropika yang termaktup dalam undang-undang nomor 5
tahun 1997 tentang psikotropika seperti shabu dan pil Ekstas yang
semula masuk kedalam golongan psikotropika golongan Ii ,dengan
adanya undang-undang-nomaor '5 tahun 2009 tentang narkotika saat ini
shabu dan pil Ekstass masuk kedalam golongan narkotika yaitu
narkotika golongan | ( satu) dengan ancaman hukuman yang lebih
berat.hal tersebut tentunya memberikan dampak yang positif terhadap
penegakan hukum narkotika yang adameskipun demikian dengan
segala cara para pengedar narkotika tetap saja mencari titik lemah dari
penegakan hukum itu sendiri, sehingga mengharuskan pihak penegak
hukum ‘dalam hal 4ni pihak penyidik, maupun penyidik pembantu
Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau bekerja keras untuk melakukan
penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika maupun tindak
pidana terkait lain seperti halnya tindak pidana pencucian uang dari

tindak pidana asal narketikatersebut.®>

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
yang menjadi payung hukum penegakan hukum terhadap pelaku tindak
pidana narkotika terdapat ketentuan pidana dalam Bab XV Pasal 111
sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, pasal-

pasal dalam undang-undang narkotika tersebutlah yang menjadi

2| bid

48



kekuatan atau payung bagi para penyidik maupun penyidik pembantu
pada Direktorat Reserse narkoba Polda Riau untuk menindak para
penyalahguna narkotika, tidak perlu disangksikan lagi bahwa semua
tindak pidana didalam.undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika tersebut merupakan kejahatan.

Alasannya, kalau - narkotika hanya untukpengobatan dan
kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar
kepentingan-kepentingan  tersebut sudah merupakan  keahatan
mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika
secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.Penggunaan
narkotika secara legal hanya bagi kepetingan-kepentingan pengobatan
atau tujuan ilmu pengetahuan.Menteri Kesehatan dapat memberi ijin
lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli
atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan

ataupun menguasai narkotika
C. Tinjaun Umum Tentang Direktorat Reserse Nar koba Polda Riau

Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau adalah salah satu satuan
kerja yang ada di Markas Kepolisan Daerah Riau yang bertugas
melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika maupun
tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang yang
berkaitan dengan tindak pidana asal narkotika.Dalam melaksanakan

penegakan hukum terhadap tindak Pidana pencucian uang dengan tindak

8 Jehani, L., & Antoro, Mencegah Terjerumus Narkoba. Jakarta: Visimedia,2008,hal .19
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pidana asal tindak pidana narkotika yang menjadi wilayah hukum
Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau adalah seluruh wilayah yang
berada dalam wilayah propinsi Riau, namun pihak Direktorat Reserse
Narkoba Polda Riau dapat. sajan melakukan penegakan hukum terhadap
para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang
didahului oleh tindak -pidana“asa’ narkotika di Luar Propins Riau
apabila pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut berkaitan
langsung dengan para pelaku yang ditangkap sebelumnya di wilayah

hukum polda Riau (pengembangan penyidikan).®*

Selain melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku tindak
pidana narkotika maupun tindak pidana lain yang menyetainya seperti
tindak pidana pencucian uang,Direktorat Reserse narkoba Polda Riau
juga juga berperan sebagai _pembina_ saiuan fungsi reserse narkoba yang
ada di setiap kepolisian resort yang ada di jgaran kepolisian Daerah
Riau. ® Namun untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana
pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika pada saat ini masih
bertumpu kepada Direktorat.Reserse Narkoba Polda Riau,dikarenakan
secara sumber daya manusia maupun Ssarana prasarana pendukung
satuan narkoba di kepolisian Resor maupun di kepolisian sektor belum
mampu mel aksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana
pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika,bahkan untuk pihak

Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau sendiri baru pada tahun 2017

® https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah Riau

% |bid
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mulai melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana
pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika sedangkan undang-
undang narkotika sendiri telah ada semenjak tahun 2009 yang mana
didalamnyajuga mengaiur. tentang tindak pidana pencucian uang dengan

tindak pidanaasal narkotika *®

Begitu juga keberadaan undang-undang nomor 8 tahun 2010
tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
itu sendiri sudah di undangkan semenjak tahun 2010,%” hal tersebut tidak
terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Direktorat
Reserse Narkoba Polda Riau baik dari dalam sendiri menyangkut
sumber daya penyidik maupun dari instans luar yang berkaitan
langsung dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat
Reserse Narkoba Polda-Riau dapat melakukan penegakan hukum diluar
wilayah hukumnya sendiri.Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau itu
sendiri dalam melaksanakan penegakan hukum dibagi dalam beberapa
Sub Direktorat dan terdiri dari tiga unit unit kerja operasiona yang
bertugas melakukan penegakan. hukum terhadap para pelaku tindak
pidana narkotika untuk tindak pidana pencucian uang itu sendiri pihak
Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau belum memiliki sub Direkorat
maupun unit tersendiri yang bertugas melakukan penegakan hukum

tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana

% https://kumparan.con/sel asar-riau/pol da-riau-pecat-6-polisi-terlibat-narkoba-dan-desersi-dari-
tugas-1rhM JoXyUrM

" Ibid
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narkotika,personil yang ada hanya personil yang ditunjuk langsung oleh
pimpinan dalam hal ini Direktur Reserse Narkoba Polda Riau yakni 3 (
tiga) personil ,dengan rincian seorang perwira pertama berpangkat 1pda
dan dua_personil berpangkat Bintara«(Bripka),hal. tersebut tentunya
sangat tidak idela maupun efektif apabiladilihat berdasatrkan kebutuhan
yang ada,namun penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana
pencucian tidak boleh berhenti tetap harus difakukan guna memiskin
para Bandar narkotika yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan

bernegara.®

Secara organisasi  juga Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau
yang disingkat Ditresnarkoba Polda Riau "adalah unsur pelaksana tugas
pokok penegakan hukum Tindak pidana narkotika maupun tindak
pidana lain yang menyeratinya di Kepelisian Daerah Riau yang berada
di bawah Kepala Kepolisian Daerah Riau.*’Direktorat Reserse Narkoba
Polda Riau mempunya tugas menyelenggarakan penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba maupun tindak
pidana lain yang menyertainya, termasuk penyuluhan, pembinaan,
pencegahan dan rehabilitas korban penyalahgunaan Narkoba.Dalam
melaksanakan tugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau sebagai
bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia selain berpedoman

kepada aturan perundangan-undangan sebagai payung hukum juga

% https://www.cakapl ah.com/berita/baca/2019/07/16/pol da-ri au-tangkap-kurir-10-kg-sabusabu-
dan-15940-butir-pil-ekstas

% |bid
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berpedoman kepada peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Perpol) yaitu peraturan Kepolisian Kepolisian Negara Republik

Indonesia “Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata

'ﬁ.

d) “Melakuka

e) “Melakukan analisa kasus Narkoba beserta penanganannya,
mempelgari  dan mengkaji  efektivitas pelaksanaan  tugas

Ditresnarkoba”.
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Adapun bagian-bagian dalam Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau

adalah °

a. Bagian perencanaan dan administrasi

meliputi
serta  pertanggung
jawaban keuangan

5) Melayani administrasi ketatausahaan dan urusan dalam

Kemudian dalam menjalankan tugas bagian rencana dan administras
Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau khususnya bagian urusan perencanaan

bertugas’ :

" Wawancara dengan Kombespol Drs.Haryono, di Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau pada
tahun 2019
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a. Membuat rencana strategis Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau

b. Membuat rencana kerja

c. Perjanjian kinerja

Narkoba Polda Riau maupun Satuan narkoba sejajaran Polda Riau jika
diperlukan

c. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan, pencegahan dan rehabilitasi
korban penyalahgunaan Narkoba diseluruh wilayah hukum Direktorat

Reserse Narkoba polda Riau
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d. Melaksanakan latihan fungs Reserse Narkoba, serta menghimpun dan

memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan

literatur yang terkait

kewilayahan ( satuan narkoba setiap Kepolisian Resort dalam wilayah
hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau)
g. Pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan

penyidikan, serta pengarsipan berkas perkara

™ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
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h. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan

dokumentasi kegiatan Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau

Dalam melaksanakan tugas bagian pembinaan operasional Direktorat
Reserse Narkoba Polda Riau dibantu oleh Subbagmingpsnal, bertugas
menyelenggarakan pelatihan fungsi, pengarsipan berkas perkara, dan
pengadministrasian  kegiatan . penyelidikan' 'dan . penyidikan, = penyuluhan
mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba, pencegahan dan rehabilitasi.Sub
lain yang ada dalam struktur organisasi Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau
adalah Sub bagian pengawasan penyidikan Direktorat Reserse Narkoba Polda
Riaubertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proeses penyidikan tindak
pidana di lingkungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau serta
menindaklanjuti- terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses
penyidikan.Dalam melaksanakan tugas Bagian-pengawasan penyidik Direktorat

Reserse Narkoba Polda Riau menyelenggarakan fungsi “*:

a. Pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
yang dilakukan oleh Sub Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau

b. Melaksanaan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan
dan penyidikan tindak pidana Narkoba

c. Melakukan pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana Narkoba melalui penyelenggaraan gelar

perkara

" Ibid
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d. Memberikan saran dan masukan kepada Direktur Reserse Narkoba
Polda Riauterkait dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk
menjawab pengaduan masyarakat

e. Memberikan bantuan. penyelidikan..dan penyidikan tindak pidana
Narkoba yang dilakukan oleh penyidik pada Sub Direktorat Reserse

Narkoba Polda Riau.

Kemudian unsur terpenting dalam Direktorat Reserse Narkoba Polda
Riau yaitu Sub Direktorat (subdit) operasional yang mana subdit ini lah yang
berperan dalam melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku tindak
pidana narkoba maupun tindak pidana lainyang menyertainya ,secara eksplisit
tugas sub Direktorat (subdit) operasional Direktorat Reserse Narkoba Polda
Riau adalah melakukan penegakan hukum beruapa upaya penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana’ Narkotika —~ maupun tindak pidana lain yang
menyeratinya di wilayah hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau.”
Saat ini sub Direktorat (subdit) operasional Direktorat Reserse Narkoba
Polda Riau seperti yang dijelaskan diatas terdiri dari 3 ( tiga) Sub Direktorat
yang mana setiagp Sud Direktorat. dipimpin oleh Perwira menengah Polri
berpangkat Ajun Komisaris besar Polisi (AKBP) dan disetiap Sub Direktorat
terdiri dari 3 ( Tiga) unit Operasional yang bertugas melakukan penyelidikan
dan penyidikan tindak pidana narkoba maupun tindak pidana lain yang
berkaitan langsung dengan tindak pidana narkoba salah satunya tindak pidana

pencucian uang. Namun untuk Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau

™ Wawancara dengan Kombespol Drs.Haryono, di Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau pada
tahun 2019
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penanganan tindak pidana pencucian uang hanya dilakukan oleh 3 ( tiga)
personil dengan perincian 1 (satu) perwira pertama berpangkat Ipda dan dua
personil yang berpangkat BRIPKA  ketiadaan subdit khusus yang menangani
perkara tindak_pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika
jelas-jelas membuat penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dengan
tindak pidana asal narkotika. «tidak “maksimal,dari jumalh personil maupun
kemampuan personil yang ada jelas tidak efektif dalam melakukan penegakan
hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal
narkotika ,kemudian Setiap Unit Operasional tersebut di pimpin oleh Perwira
menengah Polri berpangkat Komisaris polis ‘atau disingkat Kompol.Secara
Umum dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Operasiona Direktorat

Reserse Narkoba Polda Riau menyel enggarakan fungsi:

a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba yang
terjadi di daerah hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau

b. Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan
administras “penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba
maupun tindak pidana lain. yang berkaitan langsung dengan tindak
pidana narkoba salah satunya tindak pidana pencucian uang

c. Penerapan mangemen anggaran, serta manaemen penyelidikan dan

penyidikan tindak pidana Narkoba

Struktur Organisasi Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau adalah seperti

bagan berikut ini :
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Keg : kum tu sel &H[ enyerasikan
hungan nilai-nilai t 'aF.kf am'-k -k mantap dan
mengejaw sik eb an nilai tahap
akhir,untuk / I @ amain dalam
pergaulan hidup. i m adalah suatu
proses untuk m -kel iran-pikiran badan
pembuat  undang- peraturan-peraturan
hukum)menjadi kenyataan. m Pidana yang rasional terdiri

dari tiga tahap ,yaitu tahap formulasi,tahap aplikasi,dan tahap eksekus yang

mana maksud dari tahapan —tahapan tersebut adalah :”®

® Sogjono soekanto, Mfaktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,Raja Grafindo
Persada,Jakarta,1993,hal. 13

" Satjipto Raharjo,Masalah Penegakan Hukum,Sinar Baru,Bandung,1983,hal.24

® Muladi dan Barda Nawawi Arief,Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.Citra Aditya
Bakti,Bandung,hal 173
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aTahap Formulasi,adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto
oleh  badan pembentuk undang-undang.Dalam tahap ini pembentuk
undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilaiyang sesuai
dengan .keadaan dan._ situas _sekarangdan masa yang akan
datang,kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-
undangan pidana untuk: mencapai’ hasil perundang-undangan pidana

yang baik,dal am arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna

b.Tahap aplikasitahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak
hukum mulai dari kepolisian,kegjaksaan dan kejaksaan.Pada tahap ini
aparat penegak hukum menegakkan atau menerapkan peraturan
perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembuat

undang-undang.

c.Tahap Eksekusi,yaitu tahap: penegakan-hukum pidana ( pelaksanaan)
secara konkrit oleh aparat yang berwenang dalam melaksanakan

eksekusi terhadap putusan pengadilan

Ketiga tahap penegakan hukum pidana. (.tahap formulasi,tahap aplikasi
dan tahap eksekusi),dilihat dari suatu usaha atau proses yang rasional dan
sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu.”® Penegakan hukum
sangatlah penting dalam Negara hukum,penegakan hukum adalah upaya yang
dilakukan oleh penegak hukum berdasarkan aturan hukum yang ada untuk

menjamin tegak dan berfungsinya norma —norma ( aturan hukum ) yang

" Roesdan Saleh,Pembinaan Cita Hukum dan Asas Asas Hukum Nasional,Karya Dunia
Pikir,Jakarta,1996.hal 15
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ada.Tujuan pokok hukum adalah adalah menciptakan tatanan masyarakat yang
tertib,menciptakan Kketertiban dan keseimbangan® .Tercapainya keseimbangan
dan ketertiban yang diharapkan tentunya tergantung kepada bagaimana
pelaksanan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di
lapangan,meskipun aturan perundang-undangan telah dibuat sebaik mungkin
namun apabila penegakan hukum'yang dilekukan oleh aparat penegak hukum
tidak maksimal tentunya hasil yang dicapai kaitannya dengan keseimbangan

dan ketertiban jugatidak akan maksimal.

Proses Penegakan hukum terhadap Pelaku tindak Pidana Pencucian uang
oleh Direktorat Reserse Narkoba polda Riau diawali oleh tahap penyelidikan
perkara tindak Pidana pencucian uang. Yang mana penyelidikan itu sendiri
adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu
peristiwva yang.diduga sebagai tindak pidana,.guna menentukan dapat atau
tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam undang-undang
ini.**Penyelidikan juga dikatakan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana
guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang
diatur dalam undang-undang.?” Orang yang melakukan penyelidikan disebut
juga dengan penyelidik ,Dalam kitab undang-undang Hukum Acara Pidana
dijelaskan sesuai dengan pasal 4 yang berbunyi Penyelidik adalah setiap

pejabat polisi Negara Republik Indonesia ,yang mana jika disesuaikan dengan

% gudikno Mertokusumo,Mengenal Hukum Suatupengantar Liberty,Y ogyakarta, 1999,hal 71

8 pasal 1 butir 5 Kitab Undang —undang Hukum Acara Pidana

% M.Husein harun,Penyidik dan Penuntut Umum Dalam Proses Pidana,PT Rineka
Cipta,Jakarta,1991,hal 56
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subjek penelitian penulis maka yang menjadi penyelidik adalah seluruh
personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mulai dari yang berpangkat
Bripda sampai kepada personil yang berpangkat Kombes.Proses Penyelidikan
terhadap tindak Pidana pencueian uang tidak-terlepas dari proses penyelidikan
dan penyidikan terhadap tindak pidana awal yaitu tindak pidana
narkotikanya.Dapat dikatakanbahwa penyidikan tindak pidana asal adalah

titik awal proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang oleh pelaku.

Sedangkan penyidikan itu sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik
dalam ha dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang @ terjadi = dan gumna  menemukan
tersangkanya. ® Ketentuan Kepangkatan penyidik juga. diatur didalam
Peraturan Pemerintah Nomor, 27, Tahun, 1983 ) Tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 2 ayat 1 huruf a dan b yang

berbunyi :
Pasal 2dan pasal 3. Pasal 2 ayat (1) berbunyi Penyidik adal ah:

a. Pgabat Polis Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-

kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi:

b. Pegabat pegawal negeri sipil tertentu yang sekurang kurangnya berpangkat
pengatur muda TK.l ( golongan Il/b) atau yang disamakan dengan
itu;Pasal 2 ayat (2) yang berbunnyi “dalam hal di suatu Sektor kepolisian

tidak ada peabat penyidik sebagai sebagaimana dimaksud dalam ayat

% Op.Cit.

63



lhuruf amaka komandan sector kepolisan yang berpangkat bintara

dibawah pembantu letnan dua polisi,karena jabatannya adal ah penyidik.

Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi “ penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat
1 huruf a huruf aditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

sesual dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

Pasal 2 ayat (4) yang:.berbunyi * wewenang/penunjukan sebagaimana di
maksud dalam ayat 3 dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Republik
Republik Indonesia sesual dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.Pasal 2 ayat (5) yang berbunyi “ penyidik sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 huruf b diangkat oleh menteri atas usul dari Departemen yang
membawahkan pegawa negeri_ tersebut.Menteri.. sebelum. melaksanakan
pengangkatan terlebih dahulu mendengar pertimbangan jaksa agung dan

K epala kepalisian Republik Indonesia

Pasal 2 ayat (6) yang berbunyi” wewenang pengangkatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada peabat yang ditunjuk

oleh menteri.

“Pasal 3 ayat (1) Penyidik pembantu adal ah:

a. Pgabat polis Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang
kurangnya berpangkat sersan duapolisi;

b. Peabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara
Republik Indonesia sekurang kurangnya berpangkat Pengatur muda
tingkat | ( golongan 11/b) atau yang disamakan dengan itu” .
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Pasal 3 ayat (2) berbunyi” penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf a dan huruf b diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas

usulan komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.”

Pasal 3 ayat n imana dimaksud
dal epublik
Indon W Béu"ﬁ u.”%
N (7

K N[ aman yang
ada lahirl r 58 Tahun 2010
Tentang ' ran f ta 983 Tentang
Pelaksan Und ukuTn yang mana
kemudian kembali - : idik maupun
penyidik p eperti asal 1 bunyi” untuk
dapat dian _;bﬁ“% l lik Indonesia
sebagaimana di . arus memenuhi
persyaratan: .

a. Berpangkat p polis dan berpendidikan

paling rendah sarjana au yang setara;

b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 ( dua) tahun;

c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan speciadisasi fungsi

reserse kriminal;

% bid.
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d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan

dokter;dan

e. Memiliki ke

erintah Republik Indonesia Nomor
58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana yang mana kemudian diatur kembali tentang syarat kepangkatan

% Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana
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untuk penyidik maupun penyidik pembantu kemudian lahir pula peraturan

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.

Penyelidikan dan penyidikan merupakan hal terpenting bagi penegakan
hukum oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau tanpa penyelidikan dan
penyidikan tidak ada penegakan hukum yang ada hanyalah hukum rimba atau
penghukuman tanpa proses hukum: Penyelidikan merupakan tahap permulaan
dalam proses penyidikan,penyelidikan juga merupakan bagian dari fungsi
penyidikan,karena untuk melakukan proses penyidikan yang menentukan
tersangka dalam tindak pidana harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu
untuk menentukan apakah perbuatan tertentu merupakan perbuatan pidana

atau tidak.

Fungsl penyelidikan juga dapat dikatakan sebagai perlindungan terhadap
hak azazi manusia,adanya persyaratan yang ketet dalam penggunaan alat alat
pemaksa ,ketatnya pengawasan dikaitkan dengan bahwa tidak semua
peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidanaitu terlihat bentuknya
secara jelas sebagai tindak pidana ®® Semakinsbaiknya proses penyelidikan
tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika yang
dilakukan oleh pihak penyidik maupun penyidik pembantu Direktorat Reserse
Narkoba Polda Riau hukum semakin sempurna penyidikantindak pidana
pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika serta semakin banyak
aset dari hasil tindak pidana pencucian uang yang berhasil disita untuk

NegaraAntara penyelidikan dan penyidikan harus sgaan sehingga terlihat

% Lilik Mulyadi,Hukum Acara Pidana,PT Alumni,Bandung,2007,hal 56
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jelas proses penegakan hukum yang baik sesuai dengan crimina justice

system yang ada, penegakan hukum berupa upaya penyelidikan dan

penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para bandar

hukum itu sendiri baik sebagal pribadi penegak hukum maupun sebagai
organisasi dalam hal ini adalah undang —undang nomor 2 tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia
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BAB |11
HASILPENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan penegakan hukum oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda
Riau terhadapspelaku tindak pidana_pencucian uang di Kepolisian
Daerah.Riau.

Pelaksanaan penegakkan: hukum terhadap. para pelaku tindak pidana
pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika, tentunya mengalami
berbagai kendala atau hal-hal yang dapat menghambat tegaknya sendi-sendi
pondasi hukum dalam menghadapi serta mengurangi yang namanya tindak
pidana pencucian yang bermuasal dari tindak pidanautamanya dalam hal ini
adalah tindak pidana asal narkotika tersebutterkait dengan tindak pidana
pencucian uang dalam penelitian ini asal muasalnya berasal dari tindak pidana
narkotika ini ditangani oleh-pihak Direktorat, Reserse Narkoba Polda Riau
yang tentunya berada di wilayah hukum provinsi Riau.®” Semenjak tahun
2017 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau telah-melakukan penegakan
hukum tindak pidana pencucian ini sebanyak 2 perkara, akan tetapi perkara
ini belum memiliki putusan hakim yang mana dalam artian putusan inkrah.
Adanya hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana
narkotika hanya baru gencar pada baru baru tahun ini. Artinya adalah
direktorat reserse narkoba polda riau semangat-semangatnya pada tahun-
tahun ini, yang padahal terkait dengan tindak pidana pencucian uang adanya

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum terhadap

8 sulistyorini, D, Faktor-Faktor Y ang Menyebabkan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja,
Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia, 2008, hal .48
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tindak pidana pencucian uang ini dapat merujuk kepada pasal 137 huruf a dan

b yang berbunyi :

“Setiap orang yang”:

a. “menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan,
menukarkan,menyembunyikanatau menyamarkan, menginvestasikan,
menyimpan, menghibahkan, mewariskan;.dan/atau mentransfer uang,
harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun
tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak
pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika,dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama
15 (lima beas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paing banyak

Rp10.000.000.000,00(sepuluh miljarruipiah)”;

b. “Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan,
penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau
transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam
bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak
berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika
dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus

8 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentan narkotika.
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juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima

miliarrupiah)”®

Jadi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana
pencucian uang yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika,
maka tentunya menjadi sesuatu hal yang sangat urgent hukum dalam
penegakan hukum pidana.-Hal ini' ‘dapat Kkita lihat bahwasanyaundang-
undang pencucian uang itu sendiri telah ada dan telah mengalami

beberapa kali perubahan.

Indonesia sendiri telah menerapkan Rezim anti pencucian uang
semenjak 17 April 2002 yang kemudian ditanda dengan lahirnya Undang-
undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian
uang,kemudian direviss dengan undang-undang nomor 25 tahun
2003,yang kemudian dinyatakan tidek. berleku lagi oleh undang-undang
nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang, yang mana undang-undang inilah sekarang yang
digunakan.*® Dari 13:( tiga) belas perkara yang menurut penelitian penulis
berpotensi dilakukan proses penegakan hukum tindak pidana pencucian
uangnya selain tindak pidana asalnya yang memang telah dilakukan
proses penyidikan oleh penyidik maupun penyidik pembant, namun
Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau hanya mampu meenaikan 3 (tiga)

perkara yang di tingkatkan ketingkat penyidikan tindak pidana pencucian

®lbid,hal. 34
©yudi Kristiani, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif.
Y ogjakarta: Thafa Media. 2015.hal.29
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uangnya selain tindak pidana asalnnya. Dari 3 ( tiga) perkara tersebut 1
(satu) perkara diantaranya tersangka yang telah menjadi narapidana
karena kasus narkotikanya telah meninggal sebelum perkaratindak pidana
pencucian uangnya disidangkan di pengadilan,sedangkan 2 (dua) perkara
lainnya masih menunggu persidangan, sementara tersangka telah menjadi

narapidanadi lembaga pemasyarakatan. 7

Adapun di dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak
pidana pencucian uang ini, yang dilakukan oleh direktorat reserse narkoba
polda riau terdiri dari 3 personil. 1 orang penyidik berpangkat inspektur 2
(lpda), dan satu orang yang lagi merupakan penyidik pembantu
berpangkat brigadir kepala (Bripka), dan satu lagi adalah 1 orang penyidik
pembantu-berpangkat gun inspektur dua atau (Aipda). Ketiga bagian
personil Ini. penyidik~pembantu inf, . tentunya ditunjuk langsung oleh
direktur reserse narkoba polda riau dengan menerbitkan surat perintah
pel aksanaan tugasdan surat perintah penyidikan ,ketiga personil tersebut
diambil dari unit-unit yang berada dalam sub Direktorat Operasional
Direktorat Reserse Narkoba. Pelda Rrau sendiri,pemilihan mereka

berdasarkan kecakapan dan disiplin ilmu yang mereka miliki .%

Sdlain itu didalam institusi Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau
itu sendiri belum memiliki sub Direktorat yang khusus menangani tindak

pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika,maka untuk

°! Hariono,Loc.Cit
%2 Hasil wawancara dengan IPDA GUSPURWANTORO,S.H.M.si kanit Tindak pidana pencucian
uang Ditres Narkoba Polda Riau
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mengisi kekosongan para personil yang menangani tindak pencucian uang
tersebut ditunjuklah para personil tersebut,dalam melakukan proses
penyidikan terhadap perkaratindak pidana pencucian uang pihak Direktur
Reserse narkoba Polda Riaw. yang dasar-hukumnya menggunakan undang-
undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian -uang, bukan ., menggunakan undang-undang
nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu pasal 137 pada undang-

undang tersebut.*®

Ha ini tentunya bukan tanpa alasan, selain secara hukum pihak
penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau -mengatakan memiliki
dasar hukum menggunakan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pasal 74
yang mana. menjelaskan-‘Penyidikan (tindak pidana Pencucian Uang
dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan
hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali

ditentukan lain menurut Undang-undangini.”

Dalam penjelasan terhadap pasal 74 tersebut juga dijelaskan yang
dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari
instans yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan

penyidikan, yaitu Terdiri dari “kepolisian negara republik indonesia,

% Wawanc Ferry Aries Suranta, Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik
Money Laundering. Jakartaz Gramata Publishing. 2010ara dengan AIPDA DENI
SATRIAWAN,S.H.M.H.Penyidik pembantu Tindak pidana pencucian uang Ditres Narkoba Polda
Riau
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kemudian kejaksaan, lalu komisi pemberantasan korupsi, kemudian badan
narkotika nasiona serta direktorat jenderal pgjak dan direktorat jenderal
bea cukai kementerian keuangan republik indonesia”. Jadi seorang
penyidik yang telah melakukan penyidikan tindak pidana asalnya apabila
menemukan bukti permulaan yang cukup maka dapat izinkan untuk
melakukan penyidikan selanjutnya, yang tentunya sesual dengan peraturan
perundang-undangan, yang didasari dengan adanya korelas atau

hubungan.

Pihak penyidik maupun “penyidik pembantu Direktorat Reserse
Narkoba Polda Riau” berpendapat bahwa dengan tingkat kesulitan yang
cukup  tinngi, ** dalam melakukan proses. penegakan hukum baik
penyelidikan maupun penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana
pencucian uang dengan‘tindak pidana asal narketika membutuhkan waktu
yang lebih lama untuk melakukan proses penyelidikan,yang tentunya
berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dengan penyidikan tindak pidana
awa sebelumnyayaitu tindak pidana narkotikanya. Dengan menggunakan
“Undang-undang nomor. 8 .tahun 2010 tentang pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang”, maka ruang waktu yang
dibutuhkan penyidik maupun penyidik pembantu dalam melakukan proses
penyelidikan maupun penyidikan lebih dapat terukur. * Dengan

menggunakan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan

% Bismar Nasution. Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia. Bandung: Books Terrace &
Library Pusat Informasi Hukum Indonesia. 2008,Hal.12
% purwantoro,Op.Cit., 74.
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dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pihak penyidik
menyiapkan dua berkas perkara, untuk satu pelaku yang diduga
melakukan tindak pidana pencucian uang, dengan tindak pidana asal
narkotika, 1(satu) perkara.adalah perkara tindak pidana narkotika yang
dilakukan oleh pelaku dengan laporan polis tersendiri dan 1 (satu)
perkara yakni “tindak pidana pencucian vang”, sementara terhadap pelaku
dilakukanlah penangkapan maupun penahanan atas perkara narkotika
terlebih dahulu yang berkorelasi dengan perkara tindak pidana pencucian
uang. Ada juga Pelaku yang tidak dilakukan penangkapan dan penahanan
karena status pelaku telah menjadi tanahan dalam perkara tindak pidana
awanyayaitu (narkotika),sehingga penyidik maupun penyidik pembantu
memiliki waktu yang cukup untuk membuktikan tindak pidana pencucian
uang yang pembuktiannya sangat sulit dan membutuhkan waktu yang

lama.®®

Berbeda halnya apabila penyidik menggunakan undang-undang
nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yaitu pasal 137 huruf a dan b,
yang mana, jika penyidik maupun penyidik pembantu menggunakan
undang-undang tersebut maka berkas perkara yang melibatkan pelaku
akan di gabung antara “tindak pidana narkotika’ dan “tindak pidana
pencucian uangnya”, sehingga proses penyidikan terhadap tindak pidana
narkotika dapat dikatakan lebih mudah dari pada proses penyidikan

terhadap tindak pidana pencucian uang,karena tindak pidana pencucian

% Hariono.Op.Cit.
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uang tersebut membutuhkan pembuktian yang agak sulit, selain daripada
itu juga membutuhkan keterangan dari berbagai pihak, yang jelas
membutuhkan waktu yang panjangjika kedua perkara tersebut
digabungkanmenurut “penyidik maupun penyidik pembantu Direktorat
Reserse Narkoba Polda Riau”, justru akan memperlama proses penyidikan
terhadap tindak pidana awal: yaitu narkotikanya,dan jelas hal tersebut tidak
akan efektif dan efisien menurut maupun “penyidik pembantu Direktorat

Reserse Narkoba Polda Riau”.

Pihak “penyidik maupun penyidik pembantu pada Direktorat
Reserse narkoba Polda Riau” yang melakukan proses “penyidikan
terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya
narkotika” menjelaskan bahwa proses “penyelidikan maupun penyidikan
yang di lakukan terhadap, ketiga perkara'tindak pidana pencucian uang
dengan tindak pidana asal narkotika tersebut melibatkan PPATK untuk
menelusuri ‘aset maupun keuangan para pelaku tindak pidana pencucian

uang tersebut (Iaporan hasil analisa keuangan/LHAK”.*’

Sedangkan untuk mendapatkan hasil LHAK tersebut menurut
penyidik membutuhkan waktu yang lama, terkadang sampai 2 (dua) bulan
baru dikirimkan oleh PPATK kepada penyidik,pihak penyidik dalam
proses penyidikan juga melibatkan pihak bank untuk mendapatkan
rekening koran transaksi keuangan bagi para pelaku tindak pidana

pencucian uang, menurut penyidik juga membutuhkan waktu yang lama

% Ferry Aries Suranta, Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money
Laundering. Jakarta: Gramata Publishing. 2010, hal.120
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baru sampai ketangan penyidik,pihak bank mengatakan untuk
memberikan rekening koran transaksi keuangan pelaku harus ijin dari
pihak bank Indonesia, selain itu tetangga maupun warga lain yang

mengetahui.tentang kehidupan tersangkajugadi butuhkan .

Menurut pihak penyidik mengatakan bahwa dari hasil proses
penegakan hukum terhadap ketiga pelaku tindak pidana pencucian uang
dengan tindak pidana asal narkotika, pihak Direktorat Reserse narkoba
polda Riau berhasil menyita aset-aset ketiga pelaku yang jika
dinominalkan sebesar “Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), ®aset-
aset yang berhasil disita tersebut adalah berupa uang,mobil,jetski serta
barang-barang lain milik pelaku yang diduga merupakan “hasil tindak
pidana pencucian uang”.Dari hasil penegakan hukum tersebut, terhadap
“tindak pidana pencuctan-uang dengan tindak pidana asal narkotika yang
dilakukan oleh pihak penyidik maupun penyidik pembantu Direktorat
Reserse Narkoba Polda Riau” dapat dilihat segi kualitas dan kuantitas
belum maksimal sesual apa yang diharapkan masyarakat, selain daripada
itu masifnya peredaran narkoba.serta jumlah perkara yang berhasil
ditingkatkan kepada proses penyidikan.*

Begitu juga dari jumlah sumber daya “penyidik maupun penyidik
pembantu” yang sangat minim dengan beban kerja sehingga sangat tidak

efektif dan efisien.Karena tidaklah mudah untuk memberantas kejahatan

% Hasil wawancara dengan IPDA GUSPURWANTORO,S.H.M.si kanit Tindak pidana pencucian
uang Ditres Narkoba Polda Riau
* Ibid
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pencucian uang, yang apalagi dikaitkan dengan “tindak pidana narkotika,
karena ciri dari kejahatan ini sangat sulit dilacak,tidak ada bukti tertulis,

terlebih lagi tidak kasat mata dan dilakukan dengan cara rumit”.*®

Dengan demikian kejahatan pencucian uang akan semakin sulit
dilacak, apabila pelaku menggunakan teknologi yang canggih,sehingga
diperlukan peningkatan " ~profesionalitas’ penyidik maupun penyidik
pembantu dalam mencari barang bukti yang sangat sulit sesuai dengan
sifat kejahatannya. Selain itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
akan memungkinkan keahatan pencucian uang dengan tindak pidana asal
narkotika - menembus batas wilayah = maupun Negara sehingga
membutuhkan perhatian yang serius dari Negara secara khusus aparat

penegak hukum.

B. Hambatan-hambatan dalam /pelaksanaan- penegakan hukum oleh

Di

rektorat Reserse Narkoba Polda Riau terhadap pelaku tindak pidana

pencucian uang di “Kepolisian Daerah Riau™.

Direktorat “Reserse Narkoba Polda Riau” memiliki wilayah hukum yg
sangat luas mencakup ‘seluruh wilayah dalam Provins Riau, wilayah
Provins Riau itu sendiri terdiri dari 12 ( dua) belas kabupaten kota yang
beberapa diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga
Maaysia maupun negaralainnya yang manadi lihat dari kondisi provins
Riau yang dilintas oleh selat malaka yang merupakan jalur lintasan

internasional membuat wilayah provinss Riau menjadi wilayah yang

%bid
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sangat rawan dimasuki oleh orang-orang yang berbisnis ilegal seperti
narkotika, yang mana sebagian besar dari pelaku tindak pidana narkotika
tersebut di indikasi kuat melakukan pencucian uang hasil tindak pidana
narkotika yang dilakukan. hal tersebut terbukti dengan marakanya
maraknya peredaran narkoba oleh pelaku tindak Pidana narkotika yang
juga diindikasikan melakukan: tindak spidana lain yang berhubungan
dengan tindak pidana narkotika seperti tindak pidana pencucian uang,hal
tersebut sumber daya yang handal terlatin dan professional dari para
penegak hukum dalam ha personil “Direktorat Reserse Narkoba Polda
Riausebagal garda terdepan dalam penegakan hukum tindak pidana
pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika di wilayah Propinsi
Riau”,dibutuhkan kesiapan personil balk dari segi sumber daya manusia
maupun instrument pendukung “Direktorat ‘Reserse Narkoba Polda Riau
lai nnya mel aksanakan penegakan hukum tersebut.*™*

Penegakan hukum yang dilakukan oleh direktorat reserse narkoba
polda riau, akan disambut positif oleh masyarakat karena memberikan
sesuatu impact yang sangat. besar. terhadap perekonomian negara. Hal ini
merupakan suatu impian dan di masyarakat mengurangi yang namanya
tindak pidana narkotika. Besar harapan masyarakat pada umumnya agar
penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasa

dari tindak pidana narkotika dapat ditegakkan secara efektif dan efisien.

Khusus masyarakat modern yang pada umumnya tinggal di perkotaan

L Elwi Danil. Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya. Jakarta:
Raja Grafindo Persada. 2011,hal.12
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berkeinginan agar penegakan hukumnya dituntaskan sampa ke akar-
akarnya. Jadi masyarakat perkotaan bukan sgja menuntut peranan polisi
sebagal pemberi rasa aman tetapi juga sebagal ada suatu langkah represif,
yang mana.langkah represif ini dapat mengatas bentuk-bentuk kejahatan
yang baru yang tentunya berangkat dari faktor-faktor apa yang
mempengaruhinya.

Penegakan hukum pidana tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor,
bisa sgja faktor negatif yang mempengaruhi dan bisa sgja faktor positif
yang mempengaruhi, bahwa di dalam penegakan hukum tersebut tidak
hanya berpatokan kepada peraturan perundang-undangan sgja, melainkan
agar melihat lebih secara komprehensif bahwa penegakan hukum pidana
itu jugadipengaruhi ol eh sosiologi, psikologi, dan ilmu lainnya.'%

Di dalam hukum~pidana khususnya penegakan harus melanggar
peraturan perundang-undangan yang disebut dengan hukum pidana
materiil. Tidak dapat seseorang dilakukan sanksi pidana kepadanya
apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar nya.
Kitab Undang-undang hukum ‘pidana- memberikan suatu pemahaman
perbuatan mana yang dilarangnya, dan perbuatan mana yang
diperbolehkan. Salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang yang
berasal dari perbuatan haram. Artinya bahwa tindak pidana pencucian
uang yang merupakan perbuatan yang berasa dari tindak pidana

narkotika, yang seolah-olah memang uang itu diperuntukkan yang baik,

192 Abdussalam, R, Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri, Gagas Mitra Catur
Gemilang,1997,hal 39
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namun uang tersebut merupakan dari perbuatan yang haram makaitu juga
tidak dibenarkan oleh kuhp. Sementara dalam melaksanakan formalnya
disebut dengan kuhap. Untuk melihat bahwasanya faktor yang
mempengaruhi dalam penegakan hukum-tindak pidana pencucian uang

yang berasal dari tindak pidana narkotika maka dapat berangkat dari:
1.  Faktor dari dalam:

Maksud faktor dari dalam ini memperlihatkan bahwasanya adanya
kelemahan di dalam internal direktorat reserse narkoba dalam
menegakkan hukum tindak pidana pencucian uang. Apabila kita telaah
lebih dalam lagi maka ditemukan bahwasanya, salah satu faktor yang

mempengaruhi faktor internal adalah '%:

a.” Minimnya jumlah aparat penyidik maupun menjadi pembantu
yang berada di direktorat reserse narkoba polda riau. Artinya bahwa apa
yang telah disampalkan pada pembahasan sebelumnya menunjukkan
bahwasanya hanya 3 personil yang dikerahkan untuk melakukan
penyelidikan serta penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang
yang berasal dari narkotika'ini. 3 personil yang dimaksud sebelumnya
yaitu ipda kemudian bripka dan terakhir adalah ipda, sangatlah
memberikan suatu gambaran bahwasanya pengungkapan suatu
kejahatan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkotika
tentunya hanya sedikit. Artinya bahwa di dalam melakukan

pengungkapan suatu kejahatan tindak pidana pencucian uang yang

1% yunus Husein. Negeri Sang Pencuci Uang. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008,hal .45
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ternyata kualitas serta personilnya lebih sedikit daripada peristiwa yang

yang terjadi maka tidak akan efektif.

Hasil wawancara denganKombes Pol Drs. Haryono selaku
Direktur- Reserse Narkoba Polda Riau didapati keterangan bahwa
kekurangan Sumber daya manusia khususnya personil Direktorat
Reserse Narkotika yang mempunyai-kualifikasi penyidik tindak pidana
pencucian uang khususnya dengan tindak pidana asal narkotika jelas
“mengambat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian
uang dengan tindak pidana asal narkotika® sehingga upaya

memaksimalkan penegakan hukum juga menjadi terkendala. '™

Lamanya Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh
Direktorat Narkoba Polda Riau tentunya tergantung terhadap
ketersediaan jumlah penyidiknya 'Perkara yang melibatkan banyak
pihak dalam hal ini berbagai transaksi tentunya membutuhkan personil
yang lebihjuga, sehingga didalam melakukan proses pemekrisaan lebih
cepat,tepat dan  tuntes. Terlebih lag kenapa kuantitas juga sangat
mempengruhui, dikarenakan penyidik harus berkoordinasi dengan
lembaga atau instansi lainnya, dan ini tidak akan efektif hanya dilakukan
oleh tiga orang.Dari penjelasan yang diurakan di atas sangan
ditekankan bahwa dengan jumlah penyidik maupun penyidik pembantu

yang dimiliki “Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau”yang bertugas

1% Hasil wawancara dengan Kombes Pol Drs. Haryono selaku Direktur Reserse Narkoba Polda
Riau didapati keterangan bahwa kekurangan Sumber daya manusia khususnya personil Direktorat
Reserse Narkotika,pada pukul 04 meri 2019
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menangani tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asa
narkotika jelas tidak efektif dan tidak maksimal serta berdampak kepada

penegakan hukum yang tidak maksimal juga.

Menggunakan Pendapat Saptjipto raharjo bahwa menegaskan hukum itu
tidak bisa tegak dengan sendirinya. Artinya bahwa elemen dalam pengakan
hukum harus ada penyanggahnya, ada penegaknya;-yang tidak bisa berdiri sendiri,
jadi janji yang merupakan suatu kehendak tentunya harus ditentukan sekali
dengan yang namanya elemen pengakan hukumnya, makanya dari Pengekan
hukum yang dilakukan Direktorat reserse narkoba terhadap Tindak pidana

pencucian uangini, ditegakan oleh satu kesatuan sistem.'%

Sistem yang dibangun dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana
pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika tentunya bukan saja
Direktorat reserse narkotika,~ melainkan, juga ditegakan oleh PPATK yang
tentunya menjadi bahan petunjuk oleh Direktorat reserse narkoba. Jadi penegakan
hukumnya juga harus bersinergi dengan instans lain untuk mengungkap
kebenaran materil. Kita memahami bahwa. tujuan dari penegakan hukum ini
merupakan suatu tujuan agar memberikan kepastian hukum, kemudian
memberikan rasa keadilan dimasyarakat dan terakhir adalah memberikan manfaat

tentunya.*®

Didalam melakukan penanganan terhadap tindak pidana pencucian uang

ini yang berasal dari tindak pidana narkotika tentunya memerlukan sumber daya

1% Philips Darwin. Money Lundering, Memahami Dengan Tepat dan Pemberantasanya.
Jakarta, Sinar ilmu, 2012,hal.29
196 | hid
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manusia yang berkualitas serta, pembuktian yang akurat terkait dengan masalah-
masalah yang berhubungan dengan perbankan tetunya sangatlah rumit.
Kompleksnya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana
narkotika perlu keordinasi yang.baik antara masing-masing.instansi, dikarenakan
sinergisitas sangatlah mempengaruhi. Sinergistas, kemudian kurangnya kualitas
dan kwantitas dari Penyidik jmaupun: penyidik. pembantu tentunya merupakan
hambatan' yang sangat signifikan dalam penegakan hukum Tindak pidana
pencucian uang ini.Sehingga Perlu Pihak polri memiliki kemantapan diri serta
bersifat progresif, sehingga penegakannyapun berdampak efektif dan efisien bagi

masyarakat tentunya.'”’

Selain daripada itu, ada juga pendapat pakar atau ahli lainnya yang
menegaskan bahwa, berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum tidak terlepas
dari yang namanya peranan masyarakat. Artinya bahwa, masyarakat menjadi tolak
ukur pertama diddam melakukan penegakan hukum, sehingga memberikan
kekuatan kepada penyidik maupun penyidik pembantu dalam menegakan yang
namanya Penegakan hukum terhadap tindak pidana Pencucian uang yang berasa

dari tindak pidana narkotika terfebih dahulu lebih maskimal dan tuntas.

Kemudian, dalam pengungkapan suatu perkara tindak pidana pencucian
uang yang berasal dari tindak pidana narkotika, jelas merupakan suatu langkah
atau suatu cara yang mana menyelamatkan keberlangsungan bangsa dan Negara

serta generasi muda dari bahaya narkotika saat ini. Penyidik dan penyidik

9 Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Sinar Grafika
2004,hal .55



pembantu yang berjumlah tiga orang dalam menegakan hukum tindak pidana
pencucian uang ini seharusnya mengikuti peningkatan kapasitas SDM, akan tetapi
tidak semua mengikuti pelatihan dan pendidikan terkait penyidikan terhadap
tindak pidana pencucian uang.ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Ipda
Guspurwantoro S.H,M.Si yang mana menegaskan bahwa KA Team yang mengani
penyidikan terkait dengan tindak: pidana pencucian uang ini didapati keterangan
bahwa penyidik amaupun penyidik pembantu ternyat belum pernah mengikuti
pelatihan dan pendidikan Kkerjuruan tersebut, tentunya hal ini memberikan
gambaran bahwa akan menggangu dan memperlambat proses penyidikan
dilapangan, karena proses belum ahli atau mahir, sehingga akan berdampak dalam

penegakannyayang tidak optimal.'*®

Jadi sangat diperlukan sebuah program yang mana untuk meningkatkan
kualitas penyidik serta penydik pembantu, ini,-yang tethuynya menggunakan
berbagal program yaitu program terkait dengan meletakan atau meningkatkan
tentang Pendidikannya.Pendidikan sangat memberikan pengaruh terhadap kualitas
penyidik maupun penyidik pembantu. Pendidikan yang baik akan memberikan
sesuatu kompetensi terhadap penyidik-maupun menjadi pembantu yang mengikuti
direktorat reserse narkoba polda riau. Pendidikan akan memberikan ke
profesionalitas terhadap peserta didik. Hal ini tentunya akan menjadikan penyidik
sertamenjadi pembantu semakin mudah dalam menangkap gagasan-gagasan baru,
kemudian akan gampang melihat isu-isu yang berkembang di masyarakat baik

terkait dengan demokratisasi, kemudian terkait dengan hak asas manusia,

198 \Wawancara terhadap | pda Guspurwantoro S.H,M.Si, di Polda Riau Tahun 2019
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kemudian terkait dengan kemerdekaan berpendapat transparansi dan lain
sebagainya. Pendidikan yang baik terhadap penyidik maupun menjadi pembantu
peka terhadap masyarakatnya. Akan memberikan nilai-nilai yang lebih terhadap
penyidik atau penyidik pembantu tersebut...Pendidikan «ini akan berdampak
terhadap penanganannya terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang
berasal dari perbuatan narkoba, Jadi pencucian,uang yang dilakukan oleh pelaku
kejahatan akan mudah Kebaca oleh orang yang mempunyai kualitas yang bagus.
Sehingga akan mempersempit ruang pelaku kegahatan dan meminimalisir

kejahatan pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika.'”

Pendidikan yang diterapkan terhadap penyidik maupun penyidik pembantu
secara singkat dapat bersikap lebih adil, bertindak secara efektif, dan bahkan akan
jujur. Artinya Pendidikan sangat memberikan dampak yang positif terhadap
penyidik maupun penyidiki pembantu,direktorat reserse narkoba polda riau dalam
menegakkan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana

narkoba.

Agar pendidikan™ yang diterapkan sterhadap penyidik maupun jadi
pembantu tentunya agar lebih efektif dan lebih efisien, diterapkan suatu
pendidikan kejuruan atau spesialis di bidangnya. Yang mana keuruaan atau
spesialis bidang ini mengerucut terhadap pemahaman tentang penegakan hukum
terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika.

Semakin detail pemahaman terkait dengan penegakan hukum tindak pidana

1®Bismar Nasution. Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia. Bandung: Books Terrace &
Library Pusat Informasi Hukum Indonesia. 2008,hal.11
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pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba, maka semakin

memahami bagaimana solusi terhadap pelaku kejahatan di masyarakat ini.

Pandangan terhadap Pendidikan apabila hanya sebuah kata-kata saja,
tentunya akan. memberikan suatu pemahaman yang tidak penting, padahal dengan
suatu pendidikan akan memberikan suatu pola pandangan pemikiran yang
kemudian pemikiran itulah! yang direalisasikan, /maka akan memberikan suatu

hasi| perubahan yang signifikan untuk kedepannya.

Oleh sebab itu, adapun tawaran yang diberikan oleh direktorat reserse
narkoba dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari

tindak pidananarkotikayakni berangkat dari pendidikan:

a. Pendidikan kejuruan. Pendidikan Kejuruan ini diberikan kepada suatu
kguruan pamen:ierhadap senior Res\krim di bidang tindak pidana
pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika. Pendidikan
kejuruan ini diberikan terhadap pamen yang mana sebagal peserta
yang berpangkat akbp atau kompol. Akbp atau kompol tentunya harus
lulus sespim terlebih.dahulu. Apabila dia telah lulus SESPIM dan
kemudian berpangkat akbp atau kompol, maka pendidikan kejuruan
akan mudah dipahami terhadap polri tersebut sebagai peserta didik,
mangjerialnya terhadap pengungkapan suatu tindak pidana pencucian
uang yang berasal dari tindak pidana narkotika akan lebih profesional
dan detail. Sehingga tetap akan menjunjung yang namanya

perlindungan ham.
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1) Selanjutnya selain dari persyaratan diatas dapat dikesampingkan,
atau dapat berkemungkinan terhadap dari pama, yang mana
berpangkat iptu atau bintara atau briptu atau bintara.

2) Dan terakhir dapat saja dilakukan terhadap kejuruan CID luar
negeri, yang mana pesertanya adalah bagian dari pama keatas.

b. Pendidikan Pelaiihan. Bahwa penataan lapis kemampuan tidaklah
hanya dilaksanakan melalui pendidikan kejuruan bagi anggota
Pendidikan Keguruan CID Luar Negeri yang mana peserta adalah
Pama ke atas Pendidikan Keguruan CID Luar Negeri yang mana
peserta adalah Pama ke atas dilapangan, namun secara mendasar
harus dimula dari tingkat pendidikan pembentukan, yang
selanjutnya secara ssmultan dilaksanakan pula ditingkat pendidikan
kgjuruan dan_ pendidikan pengembangan dalam rangka
memantapkan lapis kemampuan fungsi Reskrim.

Peningkatan kualitas penyidik Polri tidak saja dilaksanakan
melalul peningkatan kemampuan berupa pengetahuan hukum dan
pengetahuan lainnya yang bersifat wawasan (knowledge) tetapi
juga diperlukan peningkatan keterampilan (skill) sebaga aplikasi
dari pengetahuan yang dimiliki (pengetahuan hukum, pengetahuan
teknis dan taktis) melalui pelaksanaan pelatihan secara terprogram
dan berkesinambungan. Dengan demikian setiap penyidik Polri
baik secara individu maupun kesatuan akan selau terpelihara

kemampuannya untuk tetap dalam kondisi siap operasional dalam
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rangka penegakan hukum tindak pidana pencucia uang dengan

tindak pidana asal narkotika.

c. Pendidikan terhadap perkembangan Tekhnologi yang mana sebagai

mampu  untuk

smahaman suatu

Artinya manajemen sumber daya manusia yang baik, yang berada
di dalam keterampilan penyidik maupun jadi pembantu tentunya
akan memberikan prestasi terhadap instansi tersebut.

“Menurut A.F. Stoner managemen sumber daya manusia

adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk

memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang
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yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat
pada saat organisasi memerlukannya. Suatu organisasi memperoleh

tenaga kerja, melatih mereka, dan kemudian memberikan
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tentunya mempengaruhi sumber daya manusia penyidik tersebut.
Karena tugas penyidik bukan sgja sebagai penyidik sga, akan
tetapi juga menjalani kehidupan sehari-harinya sebagai kepaa

rumah tangga ataupun ibu rumah tangga.

M0 Marwan Efendi. Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum.Jakarta:
Gramedia. 2005,hal.75
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Jadi apabila, di dalam peningkatan kualitas sumber daya
manusia penyidik maupun penyidik pembantu ini yang secara

langsung dipelgjari dan dipahami, maka kelak dia akan sebagai

seluk beluk

an uang ini,

daya manusia
embantu akan

daribottom up

aikan permasalahan
‘Q dari tindak pidana
narkotika i . m"ﬂ;‘ arnya dalam penegakan hukum
tindak pencuciani uang ini memerlukan personil yang sangat
signifikan dan cukup, terlebih memiliki pengetahuan yang
komprehensif serta motivas terhadap aparat penegaknya. Selain
daripada memerlukan personil yang memiliki pengetahuan yang

luas tentunya faktor sarana dan prasarana juga sangat diperlukan.

Mop.cit, Arief Amrullah,hal .28
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Setelah memahami terkait dengan kualitas sumber daya manusia,
tentunya faktor sarana dan prasarana juga sangat signifikan dalam
penegakan hukum tindak pidana pencucian uang ini. Sarana dan prasarana
merupakan satu kesatuan.yang tidak terpisahkan dalam upaya penegakan
hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana
narkotika. Pada dasarnya’ yang: telah. dijelaskan pada pembahasan
sehelumnya terkait dengan sarana yaitu tentang sumber daya manusia,
pendidikan, terkait dengan pemahaman penyidikan. Selanjutnya adalah
masuk terkait dengan pembahasan prasarana. Karena prasarana ini ini
sejalan dengan sarana, apabila prasarananya tidak mencukupi atau
mumpuni, maka dia akan menjadi lamban dalam pengungkapan tindak
pidana pencucian uang yang berasal dari narkotika. Bagaimana mungkin
pelaku kgahatan tindak pidana pencucian uang yang melakukan
kejahatannya secara sistematis, terorganisir, bahkan tidak terlihat, dapat
dipersempit ruangnya apabila, prasarana yang kita miliki saat ini jauh dari
yang diharapkan. Prasarana yang dimiliki oleh kepolisian dalam
pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkotika
sangatlah minim.*2

Hal ini tentunya harus dibenahi dengan cara cepat, bagaimana
mungkin pelaku yang memiliki teknologi atau menggunakan teknologi
yang sangat canggih dibanding dengan penegakan hukumnya, tentunya

menjadi ketidak stabilan keduanya. Artinya bahwa pelaku kejahatan yang

12y enti Ganarsih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasal ahannya Di
Indonesia,Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hal. 18-19.
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sangat canggih, tentunya tidak mudah untuk ditangkap. Karena untuk
mendeteksi uang yang berasal dari tindak pidana narkotika itu sangatlah
sulit. Makanya diperlukan suatu prasarana yang bak di dalam
menselaraskan yang namanya pidana.Jadi, dengan.prasarana yang baik
maka kepolisan republik negara indonesia akan jauh lebih depan
dibanding pelaku ke ahatannya, sehingga |angkah represif dengan mudah
di dilakukan dengan cepat dan tanggap.**

Modus operandi yang digunakan oleh pelaku tindak pidan
pencucian uang ini tentunya Di dalam melakukan penyidikan terhadap
pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika tentunya modus
operandinya menggunakan kecanggihan teknologi, sehingga bagi
kepolisian sarana dan prasarana terkait dengan teknologi harusiah
ditingkatkan. Apabila. kita melihat secara kasat “mata maka pihak
kepolisian mengalami kelemahan yang sangat urgent, dikarenakan pelaku
kejahatan ini- lebih menguasai teknologi daripada aparat penagaknya.
sehingga demikian memberikan pemahaman bahwa di dalam penegakan
hukum tindak pidana pencucian ‘uang sangatlah terbatas karena tidak
menguasai tekhnologi.

Para pelaku kejahatan narkotika yakni dalam hal ini adalah bandar,
tentunya melakukan pencucian uang yang dimilikinya dari perbuatan yang
tidak baik memiliki berbagai cara dan jalan yang bisa dipilih untuk

mengamankan aset nya. Contohnya sga adalah melakukan rekayasa

30p.cit, H. Juni Sjafrien Jahja, hal.29
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terkait dengan keuangan. Hal ini tentunya sudah lumrah dalam praktek
bisnis, balk di dalam negeri maupun di luar negeri, yang mana
mengaburkan asal-usul aset yang berasal dari penjualan narkoba tersebut.
Hal buruk.yang dilakukan oleh bandar.narkeba tersebut sangatlah canggih
dan berusaha untuk menerobos celah hukum. Y ang merupakan berasal dari
tindak pidana narkoba-terlindungi: 'dengan bak, padaha tindak pidana
narkotika ini - sangatlah berdampak luas yang harus dilakukan penegakan
terhadapnya.

Untuk dapat melakukan pengadilan serta mengegjar menyita dan
merampas aset pelaku bandar narkotika tersebut, dilakukan oleh bidang
pengawasan ppatk. Bidang pengawasan ppatk yang mana melihat adanya
transaks - yang mencurigakan tentunya melakukan penelitian dan
kemudian mengkaji serta mendorong untuk melakukan penindakan. Selain
di dalam negeri juga, PPATK mengawas terkait dengan keuangan yang
berdimens internasional. Yang mana ppatk melihat dampak negatif
keuangan secara internasional membutuhkan koordinasi dan kerjasama
antar lembaga serta dukungan pemerintah yang sangat penuh terhadap
proses penegakan hukumnya ™**

Namun tentunya memiliki hambatan di dalam pengungkapan
tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkotika, yang mana

salah satu hambatan adalah aparat penegak hukum direktorat reserse

14 Bismar Nasution, Rejim Anti-Money laundering Di Indonesia, Books Terrace & Library,
Bandung, 2008, hal. 2

94



narkoba polda riau untuk mengungkap melalui ppatk membutuhkan waktu
yang cukup lama.

Penjelasan-penjelasan di atas menemukan bahwasanya untuk
menanggulangi tindak-pidana pencucian uang yang. berasal dari tindak
pidana pasal narkotika maka direktorat reserse narkoba polda riau bukan
sgja membutuhkan kemampuan sumber. daya manusia yang mumpuni,
akan tetapi juga membangun sinergisitas di antara pemangku kepentingan
serta - memberantas tindak pidana pencucian uang mengingat,
pemberantasan tindak pidana pencucian uang melibatkan banyak institusi

seperti lembaga keuangan |embaga penegakan hukum lainnya. '™

2. Faktor dari luar

Kendala yang berasal dari luar Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau
yang dapat menghambat proses penegakan-hukum terhadap pelaku tindak
pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika adalah
menyangkut informasi  transaksi - keuangan = rekening pelaku  di
perbankan.Seperti diketahui tindak pidana pencucian uang dengan tindak
pidana asal narkotika sangat erat kaitannya dengan lingkungan perbankan,*®
sehingga penyidik maupun penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba
Polda Riau meskipun diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk

meminta catatan transaks rekening pelaku tindak pidana pencucian uang

| bid,hal .3-4
M8 N.H.T Siahaan,Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
2005,hal.78
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dengan tindak pidana asal narkotika, namun juga harus mengindahkan

peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan bank.

Dalam tingkat penyidikan ketentuan tersebut dapat diterobos
berdasarkan Pasal 33ayat(2) Undang-undang nemor 8 tahun 2010 tentang
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, namun
penyidik maupun penyidik:pembantu Direkiorat /Reserse Narkoba Polda Riau
harus tetap berhati-hati memasuki area kerahasiaan bank tersebut,seperti
halnya apabila penyidik maupun penyidik pembantu Direktorat Reserse
Narkoba Polda Riau ingin meminta keterangan dari bank untuk membuka
rekening Pelaku, penyidik maupun penyidik pembantu Direktorat Reserse
Narkoba Polda Riau harus mengikuti ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-
undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uangyaitt, mengaukan~permintaan tertulis dilengkapi
identitas penyidik dan tersangka, tindek pidana yang disangkakanserta tempat

harta kekayaan berada ™’

Surat permintaan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (4)
Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang harus ditandatangani oleh Kepala Kepolisian
Daerah Riau. Meskipun permintaan pembukaan rekening orang diduga
pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut telah dikirimkan kepada bank
yang bersangkutan,pihak bank tersebut juga harus meminta persetujuan bank

Indonesia untuk memberikan data transaks rekening pelaku (Rekening

17 bid,hal.79-80
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Koran) sehingga membutuhkan waktu berbulan-bulan baru diberikan kepada
penyidik sehingga hal tersebut sangat menghambat proses penegakan hukum
terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asa
narkotika yang: dilakukan.oleh penyidiks maupun penyidik pembantu

Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau.

Kendala lainnya adalah informas “yang didapat dari PPATK tidak
lengkap.Informasi  tentang transaks mencurigakan yang berindikasikan
pencucian uang dari PPATK yang dilaporkan kepada penyidik maupun
penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau terkadang juga
setelah berbulan-bulan, sehingga pihak penyidik mengirimkan permintaan
transaks mencurigakan para pelaku pencucian uang dengan tindak pidana
asal narkotika barulah LHAK (laporan hasil analisa keuangan) dikirimkan
pihak PPATK . kepada penyidik dikarenakan) PPATK itu sendiri tidak
memiliki cabang di setiap provins ( terpusat di Jakarta),selain LHAK tidak
bisa dijadikan sebagal alat bukti hanya sebaga bahan penyelidikan oleh
pihak penyidik maupun penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda
Riau,karena LHAK itu hanya sebagai.bahan pendalaman penyidik maupun
penyidik pembantu guna mengungkap tindak pidana pencucian uang yang
dilakukan pelaku,maupun orang lain yang dapat diambil kesaksiannya untuk

118

pengungkapan tersebut.

Seringkali LHAK dari PPATK itu hanya memberikan informas yang

bersifat mentah dan perlu dilakukan proses penyelidikan Iebih lanjut oleh

180p.cit,Adrian Sutedi, hal.19
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penyidik maupun penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau
sehingga membutuhkan waktu yang lama . Menurut penelitian penulis
PPATK itu sendiri dalam memberikan LHAK juga belum maksimal serta
mengalami kendala - kendala dalam_.melaksanakan «peranannya untuk
menghasilkan laporan hasil analisis pencucian uang dan mendirikan Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Ketiangan(PPATK).**®

Seperti. di ketahui PPATK itu sendiri adalah kelembagaan yang
independen, yang bebas dari campur tangan yang bersifat politik seperti
Lembaga Negara, penyelenggara Negara dan pihak lainnya. PPATK dalam
mel aksanakan tugasnya diwejibkan untuk menolak campur tangan dari pihak
manapun. Prinsip ini dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan
Pasal 25ayat(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Dan Pemberantasan Tindak' Pidana Pencucian:Uang Tentang Pencegahan Dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menegaskanbahwa'*":

“Pasal 18 ayat (2): PPATK adalah lembaga yang independen dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya.” Pasal 25 ayat (1) Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang: ‘Setiap pihak tidak boleh melakukan
segala bentuk campur tangan terhadap elaksanaan tugas dan
kewenangan PPATK.PPATK merupakan lembaga independen yang
bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi sebagal perantara
antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak
hukum. Laporan yang masuk dianalisis dahulu oleh lembaga ini
kemudian dilaporkan kepada institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian
danK gjaksaan.”

119 :

Ibid
129yndang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
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Dalam siaran pers PPATK disebutkan bahwa, dua tugas utama PPATK
yang menonjol adalah "mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang
dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan
tindak pidana asal (predicate.crime)”. Untuk hal tersebut PPATK memiliki
tugas sebaga mana termuat dalam Pasal 26 Undang- undang Nomor 8 Tahun
2010 Tentang Pencegahan .Dan| Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uangyaitu:

a. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis mengevaluas informasi
yang diperoleh oleh PPATK sesual dengan undang- undang ini.

b. Meakukan pemantuan terhadap cacatan yang ada dalam buku daftar
pengecualian yang dibuat oleh Panyedia JasaK euangan.

“Dengan melihat tuges tersebut maka PPATK dapat dikatakan sebagai
pusat data informas berkaitan dengan semua kegiatan sebagamana yang
dilaporkan oleh Penyedia Jasa-Keuangan, dalam upaya mendeteks adanya
dugaan tindak pidana pencucian uang.Membuat pedoman mengena tata cara
pelaporan transaks . keuangan yang mencurigekan kepada Penyedia
JasaKeuangan, memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang
berwenang tentang infomasyang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan
ketentuan undang-undangini, serta mengeluarkan pedoman dan publikasi
kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewagjibannya yang ditentukan
dalam undang-undang atau dengan peraturanperundangperundangan lain dan

membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan.”***

210p.cit, Ferry Aries Suranta, hal.13-14
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“Selain itu dalam pelaksanaan rezim anti pencucian uang PPATK
bertugas memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucianuang.Kemudiansetelah menganalisa transaks keuangan terhadap
transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dilaporkan

kepada penegak hukum yaitu-kepolisian danke aksaan.”

Tugas selanjutnya yaitu membuat dan memberikan laporan mengenai
hasi| analisis transaks keuangan dan kegiatan lainnya secaraberkala6 enam
bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, serta lembaga yang
berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia JasaKeuangan.
Berdasarkan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam melaksanakan

kewenangan nya PPATK dapat:

1) “Memintainformasi kepada penyidik atau penuntut umummengenal  per
kembangan penyidikan atau penuntutan tindak pidana pencucian uang.”
2) “Meminta " informasitambahan mengenai perkembangan penyidikan
ataupenuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah
dilaporkankepada penyidik atau penuntut-umum dalam hal diperlukan.”
3) “Meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam angka a dan b secara
kasus per kasus atau beberapa kasus.”
4) “Melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengena kepatuhan
kewagjiban sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan terhadap
pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan; Pasal 5 Undang-undang
Nomor8Tahun 2010 Tentang Pencegahan  danPemberantasan  Tindak
Pidana Pencucian Uang Dalam rangka melaksanakan kewenangan audit di
atas,PPATK Memberikan pengecualian kewagjiban pelaporan mengenai
transaks keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf bPasall3 ayat (1) huruf b berbunyi,
Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepadaPPATK
dalah ha transaks keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah
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kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus jutarupiah) atau lebih atau
mata uang asing yang hilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali
transaks maupun beberapa kali transaksi dalam 1(satu) hari kerja
Kewenangan PPATK Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
untuk melaksanakan. perannya sebagai.financialwintelligent unit dalam
usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia,
PPATK diberikan tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 39, Undang- undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan
Pemberantasan Tindek ' Pidana Pencucian, Uang tugas utama PPATK
adalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
Sedangkan fungss PPATK sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang antaralain:”

1) “Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucianuang”;

2) “Pengelolaan data dan informasi yang diperolehPPATK”;

3) “Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor;den analisis atau
pemeriksaan laporan dan informasi Transaks Keuangan yang
berindikas tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) Pada ketentuan
Pasal 41 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Dan Pemberantasan ;Tindak Pidana Pencucian Uang,
PPATK daam ' /melaksanekan fungs  pencegahan dan
pemberantasana tindak pidana pencucian uang.”

Dalam melaksanakan fungs pengelolaan daia dan informasi, sesual
dengan ketentuan Pasal 42°UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK

berwenangmenyelenggarakansistem informasi. Yang dimaksud dengan
sistem informasi sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan Pasal 42 Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang antaralain:

1. “Membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem aplikasi
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2. Membangun, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur jaringan
computer dan basis data

3. Mengumpulkan, mengevaluasi data dan informasi yang diterima oleh
PPATK secaramanual dan elektronik

4. Menyimpan, memeliharadata dan informasi. ke dalam basis data;

5. Menyagjikan informasi untuk kebutuhan analisis;

6. Memfasilitas - pertukaran informasi dengan instans terkait bailk dalam
negeri maupun luar negeri; dan

7. Melakukan sosialisasl penggunaan  sistem  aplikasi  kepada  pihak
pelapor.”

“Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak
pelapor sebagaimana diatur di dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 8
Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang, PPATK berwenang:

1. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pel @poran bagi pihak
pel apor

2. Menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak
pidana pencucian uang

3. Melakukan audit kepatuhan atau audit-khusus

4. Menyampakan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang
mel akukan pengawasan terhadap pihak pelapor

5. Memberikan peringatan kepada pihak pelaporyang melanggarkewajiban
pelaporan

6. Merekomendasikan kepadalembaga yang berwenang mencabut izin usaha
pihak pelapor; danM enetapkan ketentuan pel aksanaan prinsip mengenali
pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki |lembaga pengawas
dan pengatur.”

“Dalam melaksanakan fungs analisis atau pemeriksaan laporan dan
informasi, dalam ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

diatur bahwa PPATK dapat:

1. Memintadan menerimalaporan dan informasi dari pihak pelapor
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2. Memintainformasi kepadainstans atau pihak terkait

3. Memintainformasi kepada pihak pelapor berdasarkan pengembangan hasil
analisis PPATK

4. Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan permintaan dari
instansi penegak.hukum atau mitrakerja di luar. negeri;

5. Meneruskan' informasi. dan/atau hasil_analisis kepada instansi peminta,
baik di dalam maupun di luar negeri;

6. Menerima laporan dan/atau informasi dariM asyarakat mengenai adanya
dugaan tindak pidana pencucian uang

7. Meminta keterangan«kepada pihak “pelapor dan pihak lain yang terkait
dengan dugaantindak pidana pencucian uang;

8. Merekomendasikan kepadainstansi penegak hukummengena pentingnya
melakukan intersepsiatau penyadapan aas informasi
el ektronikdan/ataudokumen elektronik sesua dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan,

9. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh
atau sebagian transaks yang diketahui atau dicurigai merupakan tindak
pidang;

10. Memintainformasi perkembangan penyelidikandanpenyidikan yang
dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian
uang;”

Dalam melaksanakan kewenangan pihak PPATK juga mengatakan juga
memiliki hambatan berdasarkan l|aporan hasil analisis PPATK yang
dilaporkan kepada penyidik setigp tahun meningkat. Akan tetapi dalam

menghasilkan laporan hasil analisis yang.optimal, PPATK masih mengalami

beberapa kendala- kendala.

Kendala dalam melaksanakan peranannya untuk menghasilkan laporan
hasil analisisyang optimal tersebut timbul baik secara internal maupun

eksternal yaitu'*

1. “Database yang masih terbatas dan belumterintegrasi. Artinya bahwa

122 Ferry Aries Suranta, Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik
MoneyL aundering. Jakarta, Gramata Publishing. 2010, hal.18
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PPATK pada dasarnya mempunyai fungs utama sebagal pusat
informasi atau database terhadap transaks keuangan yang terindikas
pencucian uang yang diperoleh. Peranan tersebut sangat strategis
dalam _penegakan hukum tindak ...pidana pencucian, akan tetapi
kendala yang dihadapi oleh PPATK adalah keterbatasan database

yang dimiliki olehPPATK”

. “Kewenangan PPATK mash terbatas.Dalam hal ini PPATK tidak
begitu memiliki kapasitas yang bersifat aktif seperti halnya penyedia
jasa keuangan sgja. Hal tersebut mengakibatkan hasil a dilaporkan
kepada penyidik harus dilakukan penyelidikan oleh penyelidik karena
PPATK tidak dapat mengkroscek atau melakukan tindakan
penyelidikan terhadap data yang diperolehnya. Kewenangan PPATK

perlu ditambah dengan kewenanganpenyelidikan.”

. “Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh PPATK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf ¢ UU Tindak Pidana Pencucian Uang,
Menurut Sjahdeini Remy, bahwa kendala yang dihadapi adalah dalam
melaksanakan tugas audit, PPATK tidak memiliki kekuatan untuk
memaksa karena tidak memiliki kewenangan dalam memberikan
sanksi secara langsung tapi hanyamengkoordinaskan kepada
regulator, sehingga hal ini dapatmengakibakannalisis PPATK yang
akan disampaikan kepada penyidik kurang mempunyai dampak yang
berpengaruh kuat. Sehingga hasil analisayangketergantungankepada

regulator.”
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4. “Pegawal PPATK belum semua berstatus sebagai pegawai tetap.
PPATK banyak mempekerjakan pegawal dari bantuan instansi lain

seperti Bank Indonesia, Polisi, KPK, Kegaksaan dan lain-lain.”

5. “Pemahaman. masyarakat tentang Undang-Undang Tindak Pidana
PencucianUangDalammelaksanakan pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana diperlukan peran-serta dari berbagai pihak baik baik
dari Penyedia Jasa Keuangan, aparat penegak hukum maupun
masyarakat. Menurut Indra Ismawan, bagi masyarakat kurangnya
pemahaman akan pentingnya pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang tercermin  dari- kurangnya kesadaran
masyarakat dalam memberikan data infor dengan Penyedia Jasa
Keuangan. Selain itu apabila masyarakat menemukan adanya
transaksl  keuanganmencurigakandiharapkan masyarakat  dapat
memberikan informasi kepada PPATK sehingga penanganan perkara

tersebut dapat Iebihoptimal.”

6. “Laporan kepatuhan Penyedia Jasak euanganDalam laporan tahunan
PPATK, bahwa laporan transaksi keuangan yang disampaikan oleh
Penyedia jasa keuangan kepada PPATK dinila masih relatif lebih

rendah baik kuantitas maupun kualitas.”

7. “Budaya penegak hukum yang kurangbagus menurut Tim Peneliti
Komis Hukum Nasional, kinerja dan profesionalisme penegak
hukum yang belum memadai merupakan kendala dalam

pengungkapan kejahatan tindak pidana pencucian uang.”
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Sedangkan Permasalahan lain yang menjadi kendala pemberantasan
tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana asal Narkotika
oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau adalah kurangnya kepedulian dari
Masyarakat untuk-peduli terhadap pemberantasan tindak Pidana Pencucian uang

yang bersumber dari tindak Pidana asal narkotika.**

Adanya pemikiran hahwa pemberantasan findak pidana pencucian uang
yang mempunya tindak pidana asal narkotika hanya merupakan tanggung jawab
dari pihak kepolisian sebagal aparat penegak hukum khususnya tindak pidana
pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal narkotika,hal tersebut dapat
dilihat dari kurangnya peran serta masyarakat dalam membantu penegakan
hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana
asal narkotika,contoh kecil yang bisa dapat dilihat adalah pada saat pihak
kepolisian khususnya Direktorat Reserse Narkaba Polda Riau membutuhkan
informasi  tentang harta benda pelaku tindak pidana pencucian uang yang
berasal dari tindak pidana asal narkotikabanyak masyarakat yang mengenali
pelaku atau keluarga pelaku maupun harta benda yang diduga berasal dari uang
hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asa
narkotika, namun terkesan tertutup dan tindak mau memberikan informasi
kepada aparat kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau sehingga hal
tersebut dapat menghambat penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana

pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal narkotika ***

8| pid,hal .19
2Afiatin, T, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program Aji, Yogyakarta, Gadjah
Mada University Press,2008, hal.125
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Padahal peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam pemberantasan
tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal
narkotikaMasyakat mempunyai kesempatan yang seluas luasnya untuk
berperan serta mencegah dan peredaran gel ap.narkotika danprekusor narkotika.
Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan
dan peredaran gelap Narkotika-dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam
bentuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan
informas tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan
Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani

perkara tindak pidana Narkotika dan PrekursorNarkotika .*#

“Menurut R. Ojte Salman berpendapat bahwa pemahaman hukum kepada
masyarakat adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari-hukum tertentu,
tertulis atau tidak tertulis, serta manfaat bagi-pihak pihak yang kehidupannya
diatur oleh peraturan tersebut. Di dalam hal ini pemahaman hukum, tidak
disyaratkan seseorang harus mengetahui adanya suatu peraturan tertulis yang
mengatur suatu hal. Akan tetapl yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi
mereka dalam menghadapi berbagal hal; dalam kaitannya dengan norma- norma
yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap
mereka. terhadap tingkah laku sehari-hari.”**

Begitu juga diddam undang- undang nomor 8 tahun 2010 tentang
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian yang menjadi

payung hukum pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau daam

125 Yndang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
126 R otje Salman, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1989, hal. 56
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melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang
yang berasal dari tindak pidana asal narkotika di jelaskan dalam paragraph
ketiga tentang kewajiban pelaporan yaitu pada pasa 28 yang menjelaskan
bahwa” Pelaksanaan kewajiban_pelaporan.eleh Prhak Pelapor dikecualikan
dari ketentuan kerahasiaan yang berleku bagi Pihak Pelapor yang
bersangkutan.”bahkan sebagai-wujud perlindungan hukum terhadap pelapor
tindak pidana pencucian yang pada pasal 29 undang- undang nomor 8 tahun
2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian
dijelaskan  “Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak
Pelapor, pgabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baikk secara perdata
maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-

Undang ini.”**"

C. Upaya yang dilakukan-oleh pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda
Riau dalam menanggulangi hambatan-hambatan penegakan hukum
terhadap pelaku tindak pidana pencucian di kepolisian daerah Riau.

Menyikapi kendala-kendala yang ada pihak Direktorat Reserse Narkoba
Polda Riau tetap memaksimalkan.. penegakan hukum tindak pidana
pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal narkotika walaupun
terdapat kendala — kendala baik dari dalam maupun dari luar institus
Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau .Upaya — upaya mengatasi kendala

tersebut adalah sebagai berikut :

127 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang
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a.Upaya yang dilakukan untuk intern ( dari dalam Direktorat Reserse Narkoba
Polda Riau itu sendiri) . Bahwasanya untuk mencari upaya agar dalam
penegakan hukumnya lebih efektif dan efisien, peneliti beranngkat dari

faktor kendalanyalalu mengkaji solusinyayang mana*:

1) “Kurangnya Jumlah Penyidik maupun penyidik pembantu Yang
menangani penyidikan: tindak “Pidana pencucian uang dengan tindak
pidana asal narkotika. Untuk mengatasi kekurangan penyidik maupun
penyidik pembantu yang menangani perkara tindak pidana pencucian
uang yang tindak pidana asal narkotika pihak Direktorat Reserse
Narkoba Polda Riau telah mengaukan penambahan personil yang
berkualifikasi penyidik tindak pidana pencucian uang kepada pimpinan
daam ha ini Kapolda Riau namun penambahan personil yang
didapatkan belum didapatkan dikarenakan setingkat Kepolisian Daerah
Riau penyelidik sehingga upaya yang dilakukan hanya dengan
memanfaatkan personil yang ada yang hanya berjumlah 3 ( tiga) orang 1
(satu) orang perwira dan 2 ( dua ) orang bintara sehingga tidak semua
perkara yang berpotensi untuk..diungkap tindak pidana pencucian

uangnya selain tindak pidana asal narkotikanya”.

2) “Kurangnya penyidik /maupun penyidik pembantu yang berkualifikas
penyidik /maupun penyidik pembantu tindak pidana pencucian uang
yang berasal tindak pidana narkotika. Bahwasanya untuk mengatasi

kendala kurangnya penyidik /maupun penyidik pembantu yang

12%8asi| wawancara dengan |PDA GUSPURWANTORO,S.H.M.si kanit Tindak pidana pencucian
uang Ditres Narkoba Polda Riau Tahun 2019
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berkualifikasi penyidik /maupun penyidik pembantu tindak pidana
pencucian uang yang berasal tindak pidana narkotika pihak Direktorat
Reserse Narkoba Polda Riau telah memberikan kesempatan kepada
seluruh personil™ Direktorat Reserse« Narkoba Polda Riau untuk
mengikuti pelatihan — pelatihan maupun pendidikan kejuruan tindak
pidana pencucian uang,untuk menutupi kekurangan penyidik maupun
penyidik pembantu tindak pidana pencician uang meskipun hal tersebut
juga tidak terlalu siknifikan menambah kemampuan penyidik /maupun
penyidik pembantu karena pelatihan maupun pendidikan kejuruan yang
ada juga sangat terbatas selain itu personil yang telah melakukan
pelatihan maupun pendidikan kejuruan setelah lulus dari pelatihan
maupun tidak akan serta merta mampu secara balk melakukan

penyidikan tindak pidana pencucian uang,*#°

Butuh waktu yang lama untuk mampu melakukan penyidikan tindak
pidana pencucian uang karena membutuhkan pemahaman yang
baik,ketelitian dan kehati —hatian perlu pendampingan dari personil
yang terlatih dalam “melakukan. penyidikan tindak pidana pencucian
uang disisi lain personil yang diharapkan untuk menjadi mentor para
penyidik pemula sedang melakukan proses penyidikan tindak pidana
pencucian uang sehingga harus di cari waktu yang pas dan saat lowong
sehingga juga dapat mengganggu proses penyidikan maupun penegakan

hukum terhadap tindak pidana pencucian uangsehingga para kepolisian

2 | bid
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3)

4)

merasa sulit untuk memeriksa dan menganalisa kasus tindak pidana
pencucian uang dengan waktu cepat, akan tetapi waktu yang dibutuhkan
cukup lama agar bisa mendapatkan kesempurnaan dalam proses
pemeriksaan dan mengumpulkan bukti-= bukti sehingga cukup kuat
untuk melanjutkan ke Pengadilan. Untuk proses pemeriksaan yang
dilakukan penyidik _harus /jujur: ' kerena keujuran dalam proses
pemeriksaan bagi para penyidik berguna untuk tidak berbuat kecurangan
seperti disuap untuk memperoleh kebenaran bagi para pelaku Tindak

Pidana Pencucian Uang.”**°

“Masih_kurang maksimanya kemampuan penyidik maupun penyidik
pembantu yang adalyang sedang melakukan penyidikan tindak pidana
pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika. Bahwasanya juga
Untuk mengatasi masth. kurang maksimalnya kemampuan penyidik
maupun  penyidik pembantu yang adalyang sedang melakukan
penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asa
narkotika pihak  Direktorat Reserse narkoba Polda Riau telah
memberikan pelatihan —pelatihan. terhadap personil tersebut diwaktu
luang yang mereka miliki agar lebih maksimal dalan melakukan
penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak

pidana asal narkotika.”**

“Kurangnya sarana dan prasana serta anggaran untuk melakukan

penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak

% |bid
3 bid
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pidana asal narkotika. Pada kajian umum mengenai penegakan hukum
menjelaskan bahwa Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka
tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana
untuk fasilitas tersebut;.antara lain.mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang bak, peralaian yang
memadal, keuangan yang-cukup dan'lain — lain. Kalau hal — hal ini tidak

terpenuhi maka mustahil peranan hukum akan mencapai tujuan.”**

Untuk mengatasi kendala Kurangnya sarana dan prasana serta anggaran
untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang
dengan tindak pidana asal narkotika pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda
Riau telah melakukan langkah-langkah untuk mengatas kendaa-kendala
tersebut. Yang mana dari hasil analisa permasalahan serta hal —hal lain yang
penulis temukan tentang/penegakan hukumsterhadap pelaku tindak pidana

pencucian uang oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau.

Penulis ingin memberikan solusi  berangkat dari Teori teori Joseph
Golstein yaitu teori Actual Enforcement yang.mana keterbatasan maupunn
kendala-kendala yang ada dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak
pidana pencucian uang oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau
mengharuskan pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau harus
melakukan Diskresi kepolisian guna memaksimalkan ataupun mengatasi

kelemahan-kelemahan yang ada, bentuk Diskresi yang dilakukan mengatasi

132 Soerjono  soekanto,1983,Beberapa permasalahan hukum dalam rangka pembangunan di
Indonesia, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hal 36
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permasalahan yang ada menurut penulis yang harus dilakukan pihak

Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau adalah :

a. Untuk mengatasi kekurangan personil maupun kualifikasi personil

gera membentuk

tindak Pidana

kekurangan sarana dan prasarana yang ada dalam melakukan
penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.

Namun menurut penulis selain teori joseph Goldstein solusi dari permasalahan

yang ada akan lebih sempurna jika ditambahkan dengan teori efektifitas hukum

Soerjono Soekanto yang mana Menurut Teori Efektifitas hukum Soerjono
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Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu

133.

Faktor hukum itu sendiri;

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang menerapkanhukum;
Faktor sarana dan prasarana penegakanhukum;
Faktormasyarakat,yakni lingkungan di mana hukumtersebut
diterapkan;dan

5. Faktor kebudayaan dari masyarakat, di mana hukum itu diterapkan.

e

Dari 5 Faktor tersebut diatas yang sesuai dengan penulis yaitu poin 2,poin
3 dan poind yang mana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana
pencucian uang oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau akan berjalan

dengan efektif apabila ***:

a Untuk menegakkan hukum diperlukan personil yang cukup secara
kuantitas dan kualitas yaitu bmemahami perundangan yang ada terkait
tindak pidana pencucian uang yaitu undang-undang nomor 8 tahun
2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian

uang maupun peraturan perundangan lain yang berkaitan

b. Guna maksimal dan efektifnya penegakan hukum tindak pidana
pencucian uang diperlukan sarana dan prasarana yang memadai guna
tercapainya hasil yang maksimal dikaitkan dengan meningkatnya
kejahatan tindak pidana pencucian khususnya dengan tindak pidana
asal narkotika,dalam hal ini untuk Direktorat Reserse Narkoba

diperlukan persenjataan yang memadal serta sarana penyadapan.

c. Peran serta masyarakat haruslah maksimal dalam hal membantu aparat
hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadapb para pelaku
tindak pidana pencucian uang khususnya dengan tindak pidana asal

133 Soerjono, Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta,
1983, hal 5
34 bid,hal.6
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narkotikatanpa peran serta masyarakat penegakan hukum berjalan
lambat bahkan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.Hal hal yang
membantu seperti adanya informasi yang diberikan sukarela oleh
masyarakat guna membantu aparat penegak hukum dalam melakukan
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BAB IV
PENUTUP

A.Kesimpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum. oleh direktorat reserse narkoba polda
riau terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang di kepolisian daerah
provins riau belum berjalan secara baik, hal ini tentunya masih ada
faktor penghambat didalam pengakan hukumnya, terlebih lagi
dikarenakan banyak mengalami kendal-kendal tekhnis, sehingga perlu
pembenanahan didalam internal maupun eksteral. Penegakan hukum
yang seharusnya dapat memberantas, malah. menjadikan berjalan
ditempat, artinya belum efektif dalam penegakannya Pelaksanan
penegakan hukum oleh direktorat reserse narkoba polda riau terhadap
pelaku tindak pidana:pencucian uang di kepolisian daerah provins riau
yang berasal dari tindak pidana narkotika memerlukan instansi lain
untuk dapat mengungkap kejahatannya yakni PPATK,yang tentunya
juga sangat signifikan.Sistem yang dibangun dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana
narkotika tentunya bukan sgja Direktorat reserse narkotika, melainkan
ditegakan oleh PPATK yang tentunya menjadi bahan petunjuk oleh
Direktorat reserse narkoba. Jadi penegakan hukumnya juga harus
bersinergi dengan instansi lain untuk mengungkap kebenaran materil..
Dengan menggunakan Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka
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ruang waktu yang dibutuhkan penyidik maupun penyidik pembantu
dalam melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan lebih dapat
terukur. Dengan menggunakan undang-undang nomor 8 tahun 2010
tentang pencegahan dan. pemberantasan tindak pidana pencucian uang
pihak penyidik menyiapkan dua berkas perkara, untuk satu pelaku yang
diduga melakukan tindak: pidana pencucian uang, dengan tindak pidana
asal narkotika, 1 (satu) perkara adalah perkara tindak pidana narkotika
yang dilakukan ol eh pelaku dengan laporan polisi tersendiri dan 1 (satu)
perkarayakni tindak pidana pencucian uang.

. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh
direktorat reserse narkoba polda riau terhadap pelaku tindak pidana
pencucian uang di kepolisian daerah provins riau yakni terkait dengan
penyidik maupun penyidik pembantu yamg ada pada Direktorat Reserse
Narkoba Polda sangat tidak memadal baik secara jumlah maupun
secara kualitas, tidak adanya sub Direktorat khusus dalam Direktorat
Reserse Narkoba Polda Riau yang menangani tindak pidana pencucian
uang, belum adanya peralatan yang memadai khususnya peralatan
dalam melakukan penindakan seperti alat sadap maupun persenjataan
yang memadal hal tersebut berdampak kepada kepercayaan diri
penegak hukum itu sendiri, anggaran yang diberikan tidak sebanding
dengan luasnya wilayah serta beban kerja yang ada, belum

memaksimalkan sumber informasi sebagal jawaban jangka pendek
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terhadap masih minimnya sarana dan prasarana dalam melakukan
penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana.

3. Upaya yang dilakukan pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau

Berdasarkan kesimpt . Q i‘
A N

rekomendasi dari hasil penelitia sebagai berikut.

1. Mengusulkan agar jumlah penyidik maupun penyidik pembantu yang
menangani penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian
oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau (tindak pidana uang
dengan tindak pidana asal narkotika ) ditambah di sesuaikan dengan

beban kerja yang ada serta diberikan pelatihan maupun pendidikan
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yang memadal tentang tindak pidana pencucian uang khususnya yang
berasal dari tindak pidana asal narkotika.

. Agar pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mengusulkan
kepada mabes Polri untuk di bentuk.SubDirektorat-K husus menangani
tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal narkotika disetiap
kepolisian daerah khususnya satuan kerja Direktorat Reserse Narkoba
Polda Riau, hal" tersebut sangat di perlukan pada saat ini jika di lihat
semakin marak dan massif nya pencucian uang yang berasal dari tindak
pidana narkotika

. Agar pihak Direktorat Reserse Narkaba Polda Riau mengusulkan
peraatan penyadapan yang dapat digunakan secara bergerak kepada
mabes Polri disesuaikan dengan kebutuhan yang ada ,yang semakin
pintar dan licinnya:para pelaku pengedar. narketikayang diduga kuat
mel akukan pencucian uang sehingga dibutuhkan langkah-langkah yang
maju dan efektif seperti alat sadap dalan melakukan proses
penyelidikan' maupun penyidikan untuk..mendapatkan hasil yang
maksimal, Selain Itu persenjataan yang balk dan memadai juga sangat
dibutuhkan karena dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana
pencucian uang dengan tindak pidana pencuician uang bukan tidak
mungkin pihak Direktorat Reserse Narkoba POlda Riau akan
berhadapan dengan para pelaku yang menggunakan persenjataan yang
canggih dan kontak senjata dengan pihak Kepolisian ,persenjtaan yang

bagus juga akan menambah percaya diri aparat kepolisian dalam hal ini
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pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dalam melakukan
penegakan hukum tindak pidana pencucian,karena dengan persenjataan
yang memadai pihak penegak hukum merasa dapat melindungi diri dari
ancaman.para pelaku tindak pidana pencucian uang. ( melindungi diri
sesual dengan aturan perundangan yang berlaku )

. Agar_pihak Direktorat -Reserse ‘Narkoba Polda Riau mengusulkan
penambahan alokasi dan yang dibutuhkan dalam melakukan penegakan
hukum' terhadap para pelaku tindak pidana pencucian uang karena
pendanaan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian
uang dengan tindak pidana asal narkotika masih mengandalkan dana
untuk proses penyidikan tindak pidana asalnya yaitu narkotika hal

terseput jelas tidak efektif dan maksimal.

. Pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda. Riau harus memaksimalkan

sumber informasi yang adaharus memiliki sumber informasi yang
banyak disamping perlunya penggunaan peralatan modern karena
sumber informasi yang cukup dan ditambih peralaian yang modern
akan mendapatkan hasil yang maksimal

. Agar Pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mengusulkan
kepada pemerintah melalui Mabespolri untuk menyarankan perbaikan
kewenangan PPATK melalui undang- undang, agar peran PPATK lebih
maksimal membantu pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau
dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana

pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika

120



7.

8.

Agar pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mengusulkan
kepada mabes Polri untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak bank
Indonesia mengena permintaan rekening Koran pelaku dapat dengan
cepat di_berikan oleh pihak bank yang bersangkutan meskipun secara
undang-undang harus mendapatkan izin dari bank Indonesia(
percepatan pemberian rekening Koran)

Agar pihak penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau
mengembang cara cara interogas yang lebih baik dan maju kepada para
pelaku pelaku baik dengan menggunakan Tanya jawab langsung atau
menggunakan teknologi sehingga dengan sendirinya informasi yang
ingin didapatkan dari seseorang yang diduga pelaku dapat diperoleh
(pengembangan sumber daya manusia penyidik maupun penyidik
pembantu),begitu juga aset tindak pidana pencucian uang yang dapat
disitajuga maksimal

Pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau harus memaksimalkan
peran serta masyarakat dengan memperbanyak penyuluhan dan
pemberian pemahaman .tentang pentingnya peran serta masyarakat
dalam memberantas tindak pidana pencucian uang dengan tindak
pidana asal narkotika ,serta memerikan penghargaan —penghargaan
kepada masyarakat yang ikut membantu pihak Direktorat Reserse
Narkoba Polda Riau dalam memberantas tindak pidana pencucian uang
dengan tindak pidana asal narkotika,dengan harapan hal tersebuit dapat

menambah motivasi masyarakat untuk membatu membantu pihak
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Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dalam memberantas tindak

pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika
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